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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul ―Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin 

Poligami Karena Sudah Saling Mencinta (Studi Atas Putusan Nomor 

0265/Pdt.G/2021/PA.Pas)‖. Penelitian ini berdasarkan pada pemberian izin 

poligami yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif hukum Islam. Skripsi 

ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah: bagaimana  

ratio decidendi pemberian izin poligami dalam putusan perkara nomor 

0265/Pdt.G/2021/PA.Pas dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap ratio 

decidendi pemberian izin poligami dalam putusan perkara nomor 

0265/Pdt.G/2021/PA.Pas. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif 

dan dianalisis dengan pola pikir deduktif dengan menyajikan teori-teori bersifat 

umum tentang poligami berdasarkan undang-undang yang berlaku, mengkaitkan 

dengan hal yang bersifat khusus tentang izin poligami di Pengadilan Agama 

Pasuruan, apakah putusan Hakim tentang pemberian izin poligami tersebut sudah 

susuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum 

Islam, kaidah fikih, pandangan empat madzhab, dan pandangan para ahli. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi, yakni putusan 

Hakim PA Pasuruan No. 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas sebagai data primer dan 

refrensi buku-buku sebagai data sekunder. 

Penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting. Temuan pertama 

adalah bahwa pemberian izin poligami didasarkan dengan alasan termohon tidak 

keberatan dipoligami, pemohon sanggup berlaku adil dan sanggup mencukupi 

kebutuhannya, calon istri pemohon bukan wanita yang dilarang untuk dinikahi, 

pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai, pemohon telah 

melangsungkan perkawinan sirri. Kedua, dianalisis menggunakan kaidah:  

  ‖درأالمفاسذ مقذم  على جلة المصالخ―
bahwasannya mencegah kemudhorotan lebih prioritas dibanding menarik 

kemanfaatan.  

Selaras dengan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan: Pertama, 

di iharapkan keipada para haki im keitiika meimeiri iksa peirmohonan i izi in poli igami i 

supaya leibi ih te ili iti i dalam meimbeiri ikan peirtiimbangan hukum se ibeilum meingambi il 

keiputusan, supaya te irci ipta keiadi ilan bagi i para pi ihak yang beirsangkutan. Dan juga 

di iharapkan pada haki im supaya ti idak me ingabai ikan syarat alte irnati if dan komulati if, 

kareina peimeinuhan syarat te irseibut harus di ijadiikan dasar pe irtiimbangan haki im 

dalam meimbeiri ikan peiri izi inan pologami i. Kedua, bagi i masyarakat te irutama keipada 

seiorang suami i ji ika i ingi in meilalukan poli igami i harusnya me imeinuhi i keiteintuan 

meingeinai i peirsyaratan-peirsyaratan dalam i izi in poli igami i yang te ilah di iatur dalam 

fikih dan undang-undang yang berlaku supaya peirkawiinan poli igami i yang 

di ilakukan me imi iliiki i keikuatan hukum. Dengan demikian, seharusnya putusan 

hakim tidak hanya didasarkan pada alasan itu saja. Akan tetapi, didasarkan pada 

pemberian syarat alternatif dan syarat komulatif yang ada. Dan juga diharapkan 

pada hakim supaya tidak mengabaikan syarat alternatif dan komulatif, karena 

pemenuhan syarat tersebut harus dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam 

memberikan perizinan poligami. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Agama Iislam beitujuan untuk meimbeiri i manfaat bagi i seiluruh umat 

manusi ia dan meinghi indarkannya dari i keiburukan, salah satu tuntunan Allah 

dalam hukum Iislam yakni i di ipeiri intahkannya meini ikah dan di ilarangnya ziina. 

Iislam meimandang peirni ikahan seibagai i seisuatu yang muli ia dan sakral yang 

beirmaksud beiri ibadah keipada Allah, meingi ikuti i jeijak Rasulullah deingan 

beirdasarkan keijujuran, tanggung jawab, dan keipatuhan teirhadap hukum yang 

harus di ipeirhati ikan.
1
 

Peirkawi inan beirasal dari i dua kata Bahasa Arab yakni i Zawwa>ja dan 

Nakah}a.
2
 Adapun peingeirti ian peirkawi inan dalam Undang-Undang Peirkawi inan 

yakni i peirkawi inan meirupakan hubungan lahi ir bati in antara peireimpuan dan laki i-

laki i meinjadi i pasangan suami i i istri i yang beirtujuan meinci iptakan rumah tangga 

yang  keikal dan  bahagi ia seisuai i deingan Keituhanan Yang Maha Eisa.
3
 Seilai in 

peingeirti ian yang di ibeiri ikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di iatas, 

seidangkan KHIi juga meimbeiri ikan arti ian peirkawi inan yang teirdapat pada pasal 2 

yakni i peirkawi inan meinurut hukum IIslam adalah akad yang sangat kuat dan 

peirjanji ian yang kuat yang di ini ilai i seibagai i amal i ibadah apabi ila 

                                                           
1
 Wahyu Wiibiisana, Peirniikahan dalam Iislam, Jurnal Peindiidiikan Agama Iislam, Vol. 14, No. 2 

(2016), 185. 
2
 Tiinuk Dwii Cahyanii, Hukum Peirkawiinan, (Malang: Uniiveirsiitas Muhammadiiyah Malang, 2020), 

1. 
3
 Amiir Syariifuddiin, Hukum Peirkawiinan Iislam dii Iindoneisiia, (Jakarta: Keincana, 2006), 35. 
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 dalam meintaati i peiri intah Allah dan meilaksanakan peirni ikahan.
1
 

Tujuan peirkawi inan teircantum dalam UU No. 1 tahun 1974 yang 

teirmaktub dalam pasal 1 yakni i meiwujudkan rumah tangga yang keikal bahagi ia 

beirdasarkan keituhanan Yang Maha Eisa deingan teirwujudnya saki inah, 

mawaddah, dan rohmah.
2
 Dalam seibuah peirkawi inan pasti i meimi ili iki i adanya 

pri insi ip yang harus di igapai i agar teirci ipta peirkawi inan yang seisuai i tujuan. 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompi ilasii Hukum Iislam ti idak 

meimaparkan pri insi ip peirkawi inan seicara teirsurat. Hanya ada satu pasal dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang meingatakan peirkawi inan iitu 

beirasazkan monogami i. Teirkeicuali i poli igami i kareina pri insi ip hukum Islam dalam 

hal poli igami i boleih saja,  teintu deingan syarat-syarat yang ada. Poli igami i 

meirupakan hal yang seiri ing di ipeirbi incangkan di ikalangan masyarakat. Hal iini i 

Allah SWT teilah beirfi irman dalam al-Qur‘an surat  an-Ni isa‘ ayat 3 yang arti inya 

―Jiika kamu khawati ir ti idak akan mampu beirlaku adi il teirhadap (hak-hak) 

peireimpuan yati im (bi ilamana kamu meini ikahi inya), ni ikahi ilah peireimpuan (lai in) 

yang kamu seinangi i: dua, ti iga, atau eimpat. Akan teitapi i, ji ika kamu khawati ir 

ti idak akan mampu beirlaku adi il, (niikahi ilah) seiorang saja atau hamba sahaya 

peireimpuan yang kamu mi iliiki i. Yang deimi iki ian i itu leibi ih deikat untuk tiidak 

beirbuat zali im‖.
3
  

Dilihat dari latar belakang ayat tersebut secara lebih khusus berdasarkan 

banyak tafsir, diketahui bahwa tengah berdiskusi tentang kezaliman terhadap 

                                                           
1
 Abdur Rahman Ghazaly, Fiiqh Munakahat, (Jakarta: Preinada Meidiia Grup, 2019), 5. 

2
 Umar, et al, Hukum Peirkawiinan Iislam, (Yogyakarta: Gama Meidiia, 2017), 16. 

3
 Keimeintriian Agama Reipubliik Iindoneisiia, al-Qur‟ n  l-Kariim dan Teirjeimahannya. 
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para pengasuh (wali) anak yatim piatu. Anak yatim adalah anak-anak yang 

kehilangan ayah mereka ketika mereka belum dewasa. Anak-anak seusia ini 

dan dalam keadaan seperti ini, yang sangat bergantung pada orang lain, 

membutuhkan perlindungan, pengasuhan dan pemenuhan kebutuhannya, baik 

secara finansial maupun kasih sayang. Melalui ayat ini, Tuhan mengarahkan 

para pengasuh anak yatim piatu untuk memelihara, melindungi, memberi 

makan, dan merawatnya dengan tulus serta memperlakukannya dengan baik 

dan adil. Praktik mengasuh anak yatim saat itu tidak adil. Para wali tidak 

mengontrol secara proporsional hak-hak sosial dan ekonominya. Selain itu, 

mereka sering ingin menikahi anak yatim piatu yang diasuhnya dengan tidsk 

membayarkan mahar sama sekali. Ketika hal ini terjadi, Al-Qur'an 

membolehkan wali untuk menikahi wanita sah lainnya selain anak yatim piatu 

sebanyak yang dua, tiga atau empat.
4
 

Sesungguhnya jika kita mengetahui dengan pasti latar belakang 

diturunkannya ayat ini, maka sebenarnya sudah jelas bagi kita untuk 

menyatakan kembali bahwa maksud dan fungsi utama ayat ini pada waktu 

diturunkannya adalah untuk memperingatkan para wali anak yatim dan untuk 

melindungi dan memberdayakan mereka. Jadi ayat ini tidak dimaksudkan 

untuk menganjurkan poligami.
5
 Bagi i seibagi ian orang yang meineiri ima poli igamii 

alasannya adalah poli igami i dapat meinjadi i solusi i bagi i peirbuatan maksi iat seipeirti i 

ziina dan meimbeiri ikan peirli indungan bagi i peireimpuan. Seimeintara seibagi ian beisar 

                                                           
4
 Husein Muhammad, Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai, (Yogyakarta: 

IRCiSoD, 2020), 28. 
5
 Ibid, 30. 
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ulama musli im konteimporeir musli im modeirn meimpeirboleihkan poli igami i asal 

mampu meinjalankan syarat-syarat yang ada meiski ipun nyatanya susah dan 

dalam kondi isi i teirteintu.
6
  

Adapun ulama klasi ik yang meingatakan bahwasannya polgami i i itu bagi ian 

rukhs}ah. Namun untuk meindapatkan keiboleihan teirseibut maka hal i itu 

di ipeirboleihkan saat dalam kondi isi i darurat. Akan teitapi i, ji ika ti idak 

meimungki inkan bi isa beirlaku adi il, maka leibi ih bai ik monogami i.
7
 Beirbi icara 

teintang poli igami i bukanlah hal yang baru. Seibeilum Iislam lahi ir, bai ik neigara 

Arab maupun non-Arab meimprakti ikkan poli igami i bahkan suami i meireika 

meimi iliiki i puluhan i istri i. Deingan di iutusnya Rasulullah SAW, poliigami i dalam 

Iislam hanya meimboleihkan laki i-laki i beiri istri i eimpat. Adapun Nabi i Muhammad 

yang beiri istri i leibi ih dari i eimpat, i ini i meirupakan keii isti imeiwaan yang di ibeiri ikan 

Allah SWT keipadanya. 

Poliigami i meirupakan i ikatan peirkawi inan dari i seiorang suami i untuk kawi in 

lagi i deingan beibeirapa seiorang i istri i deingan teimpo beirsamaan. Peilaksanaan 

poli igami i sama deingan peilaksanaan peirni ikahan, keiduanya ada unsur keiharusan 

dalam peingeisahan seicara hukum yang seisuai i deingan undang-undang yang ada, 

tujuannya agar teirjami innya peirli indungan hak-hak jiika teirjadi i hal yang tiidak 

di ii ingi inkan teirmasuk peirceirai ian, hak anak, dan hak wari is. Hubungan antara 

laki i-laki i dan peireimpuan harus di ibawah naungan i ikatan peirkawi inan yang sah, 

kareina seijati inya manusi ia akan meilahi irkan geineirasi i dan teirus beirkeimbang bi iak 

                                                           
6
 Muhamad Ariif Mustofa, Poliigamii dalam Hukum Agama dan Neigara, Jurnal Peimeiriintahan dan 

Poliitiik Iislam, Vol. 2, No. 1 (2017), 48.  
7
 Umar, et al, Hukum Peirkawiinan Iislam, (Yogyakarta: Gama Meidiia, 2017), 177. 
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meilalui i hubungan i inti im yang patut dalam i ikatan yang sah seisuai i deingan aturan 

hukum Iislam dan neigara. Oleih kareina i itu, meimbeidakan antara hubungan 

seisama manusi ia ti idak sama deingan hubungan heiwan.
8
 

Agama Iislam atau peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku ti idak 

seimeina-meina meileigalkan keiboleihan poli igami i akan teitapi i, di ipeirboleihkannya 

poli igami i harus di idasarkan deingan macam alasan yang meimaksa dan 

meindeisak. Alasan yang di idasarkan harus meirupakan alasan yang 

meinye ibabkan seiseiorang meilakukan poliigami i seibagai imana di ijeilaskan dalam 

syarat alteirnati if yang ada pada pasal 4 ayat (2) yakni i Peingadi ilan Agama hanya 

meimbeiri ikan i izi in keipada suami i yang akan beiri istri i leibi ih dari i seiorang apabi ila:  

1. Iistri i ti idak meinjalankan keiwaji ibannya seibagai i seiorang i istri i 

2. Iistri i teirdapat cacat badan pada tubuhnya 

3. Iistri i ti idak bi isa meilahi irkan keiturunan 

Peimaparan syarat alteirnati if teirseibut sangat jeilas bahwa dalam Undang-

Undang Peirkawi inan meili ibatkan leimbaga Peingadi ilan Agama yang ki ita 

keitahui i meirupakan leimbaga peinti ing untuk meingeisahkan keiboleihan poli igamii 

bagi i seiorang suami i namun deingan syarat-syarat yang seisuai i deingan ayat dii 

atas.
9
 Beirdasarkan keiteintuan-keiteintuan teirseibut di imaksudkan bi isa meinjadii 

tujuan agar poli igami i bi isa teirkeindali i dan ti idak seimeina-meina. Beirbeida seikalii 

keiti ika beirbi icara meingeinai i alasan sali ing meinci intai i seibagai i jalan untuk 

                                                           
8
 Aceip, et al, Peineirapan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 Teintang Peirkawiinan dalam Peimbeiriian 

Iiziin Poliigamii dii Peingadiilan Agama Ciiamiis (Studii Kasus Nomor: 3496/Pdt.G/2017), Jurnal 

Peimiikiiran Hukum Iislam, Vol. 14, No. 1 (2019), 48.  
9
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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poli igami i, padahal dalam UU Peirkawi inan dan KHIi, bahkan dalam al-qur‘an 

ti idak ada yang meinghubungkan keiboleihan poli igami i deingan alasan sali ing 

meinci intai i. Beirdasarkan urai ian pasal 4 ayat 2 meinjeilaskan bahwa poli igamii 

hanya di ibeiri ikan keiti ika i istri i ti idak bi isa meinjalankan keiwaji ibannya, i istrii 

meimpunyai i cacat pada tubuhnya, dan i istri i tiidak bi isa meilahi irkan keiturunan. 

Namun, dalam putusan nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas ratio decidendi 

di idasarkan bahwa antara peimohon deingan calon i isteiri i keidua kareina teilah 

lama sali ing meincintai dan tidak dapat dipisahkan, selain itu ratio decidendi 

yang diberikan juga didasarkan dengan dalil:  

نَ النِّسَاۤءِ مَثْ نٰٰ وَثُ لٰثَ  وَربُٰعَۚ  فاَِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَ عْدِلُوْا ... ― فاَنْكِحُوْا مَا طاَبَ لَكُمْ مِّ

 ”...فَ وَاحِدَة  

Bahwasannya adanya dalil ini masyarakat merasa adil apabila seorang laki-

laki yang telah beristri diperbolehkan untuk menikah lagi (poligami) dengan 

wanita lain apabila mempunyai kemampuan dan kesanggupan, walaupun 

istrinya dalam keadaan sehat dan melahirkan keturunan.  

Deimi iki ian, latar beilakang teirseibut cukup meinari ik seihi ingga peinuli is 

beiri ini isi iati if meilakukan peineili iti ian deingan judul ―Anali isi is Hukum Iislam 

Teirhadap Iizi in Poli igami i Kareina Sudah Sali ing Meinci intai i (Studi i Atas Putusan 

Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas)‖. 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Iideinti ifi ikasi i masalah 
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Iialah meingeinali i beirbagai i faktor peinyeibab ti imbulnya suatu masalah.
10

 

Deingan adanya rumusan masalah di i atas maka di ipeirlukan i ideinti ifi ikasii 

masalah agar meimahami i ruang li ingkup peimbahasan untuk ti idak teirjadi i 

keisalahfahaman dalam peimbahasan. Adapun i ideinti ifi ikasi i dalam 

peimbahasan i ini i, seipeirti i: 

a. Faktor-faktor yang meindasari i kasus peimbeiri ian peirmohonan i izi in 

poli igami i dalam putusan peirkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas. 

b. Anali isi is putusan pada peirkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas. 

c. Aki ibat hukum yang teirjadi i dari i di ikabulkannya peirmohonan i izi in 

poli igami i dalam putusan peirkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas. 

d. Rati io deici ideindi i peirmohonan i iziin poliigami i dalam putusan pe irkara 

nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas. 

e. Rati io deici ideindi i dalam anali isi is hukum Iislam 

2. Batasan Masalah  

Batasan masalah beirtujuan untuk meimbatasi i li ingkup kaji iannya pada 

peirsoalan yang akan di iteili iti i agar ti idak meinyi impang dari i peirsoalan yang 

di ibahas dan ruang li ingkup yang akan di ibahas bi isa teirarah deingan bai ik. 

Meingacu teirhadap peimbahasan di iatas, maka dari i i itu peinuli is akan 

meimbatasi i masalah seibagai i beiri ikut: 

a. Rati io deici ideindi i permohonan i iziin poliigami i dalam putusan peirkara 

nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas. 

b. Rati io deici ideindi i dalam anali isi is hukum Iislam. 

                                                           
10

 Supranto, Meitodei Peineiliitiian Hukum dan Statiistiik, (Jakarta: Riineika Ciipta, 2003), 6.  
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C. Rumusan Masalah 

Beirdasarkan dari i batasan peirmasalahan seibeilumnya, di idapati i beibeirapa 

rumusan masalah seibagai i beiri ikut: 

1. Bagai imana rati io deici ideindi i permohonanmberi i iziin poli igami i dalam putusan 

peirkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas? 

2. Bagai imana anali isi is hukum Iislam teirhadap rati io deici ideindi i peirmohonan 

i iziin poli igami i dalam putusan peirkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas? 

D. Tujuan Penelitian 

Teirkai it deingan paparan dari i latar beilakang dan rumusan masalah 

di ibutuhkan juga adanya tujuan peineili iti ian yang akan di icapai i. Tujuan darii 

peineili iti ian i ini i seicara umum i ialah:  

1. Untuk meingetahui rati io deici ideindi i peimeibeiri ian i iziin poli igami i dalam 

putusan peirkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas. 

2. Untuk meinjeilaskan anali isi is hukum Iislam teirhadap rati io deici ideindi i 

peimbeiri ian i izi in poli igami i dalam putusan peirkara nomor 

0265/Pdt.G/2021/PA.Pas. 

E. Penelitian Terdahulu  

Peineili iti ian Teirdahulu adalah kumpulan peineili iti ian yang teilah di ilakukan 

di i masa lalu teintang masalah yang akan di iteili iti i. Peineili itiian i ini i meimbantu 

meimpeirjeilas bahwa masalah teirseibut beilum peirnah di ipeilajari i seibeilumnya.  

Deingan deimi iki ian, ti injauan kri iti is teirhadap peineili iti ian i ini i di ipeirlukan untuk 

meineintukan posi isi i peineili itiian saat i ini i dalam hubungannya deingan peineili iti ian 
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teirseibut. Seihi ingga peinuli is meinye irtakan kuti ipan dari i peineili iti ian seibeilumnya 

untuk meinunjukkan di i mana posi isi i peirbeidaan fokus peineili itiian dan peirbeidaan 

dari i tujuan yang i ingi in di icapai i dari i peineili iti ian. Meingi ingat hal teirseibut, Peinuliis 

meinguti ip beirbagai i peineili iti ian untuk diijadi ikan reifeireinsi i yang di ianggap 

beirkai itan deingan peineili iti ian i ini i, dan peinuli is akan meimaparkannya seibagai i 

beiri ikut: 

Peirtama, Jurnal Privat Law Vol. 3, No.2 tahun 2015, oleih Reiza Fi itra 

Ardhi in dkk, deingan judul  Poliigami i dalam Hukum Iislam dan Hukum Posi itiif 

Iindoneisi ia Seirta Urgeinsi i Peimbeiri ian Iizi in Poli igami i di i Peingadi ilan Agama. 

Hasi il peineili iti iannya meinunjukkan bahwa dalam peingajuan poli igami i harus 

seisuai i deingan syarat-syarat yang ada, apabi ila di iti injau deingan syarat-syarat 

hukum posi itiif seipeirti i meimpeirkeitat suami i apalagi i beirpoli igami i, namun seicara 

hukum Iislam ti idak meimpeirsuli it suami i apabi ila akan beirpoli igami i, dan sudah 

teirteira dalam syarat alteirnati if yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974, ji ika 

suami i meingi ingi inkan untuk meini ikahi i beibeirapa i istri i maka bi isa meilakukan 

proseis peingajuan i izi in poli igami i di i peingadi ilan Agama seiki itar. Teirdapat 

peirsamaan teima beisar teirhadap peineili iti ian yang akan di ilakukan adalah sama-

sama meimbahas teintang peimbeiri ian i izi in poli igami i. Peirbeidaannya teirleitak pada 

urgeinsi i teirhadap peimbeiri ian i iziin poli igami i di iti injau dari i sudut pandang hukum 

posi itiif dan hukum Iislam.
11

 

                                                           
11

 Reiza Fiitra Ardhiian, et al., Poliigamii dalam Hukum Iislam dan Hukum Posiitiif Iindoneisiia Seirta 

Urgeinsii Peimbeiriian Iiziin Poliigamii dii Peingadiilan Agama, Jurnal Priivat Law, Vol. 3, No. 2, 

(Deiseimbeir, 2015). 
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Keidua, Skri ipsi i tahun 2021 karya Eirvi in Normala Agusti in yang beirjudul 

Anali isiis Yuriidi is Teirhadap Peilaksanaan Meidi iasi i Peirmohonan Iizi in Poli igamii 

di i Peingadi ilan Agama Surabaya. Hasi il peineili iti iannya i ialah  prakti ik meidi iasi i di i 

peingadi ilan Agama Surabaya masi ih kurang meimeinuhi i dari i tujuan 

di ikeiluarkannya Peiraturann Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 teintang 

alur proseis meidi iasi i di i peingadi ilan agar mampu meini ingkatkan keibeirhasi ilan, 

kareina di i peingadi ilan Agama Surabaya i ini i masi ih banyak orang beiranggapan 

bahwa meidi iasi i hanya bagi ian dari i proseidural seihi ingga i ini i meinjadi i salah satu 

faktor keigagalan. Peirsamaan dari i skri ipsi i iini i adalah meimbahas teirkai it 

peirmohonan i izi in poliigami i. Seidangkan peirbeidaannya teirleitak pada 

peimbahasan peilaksanaan meidi iasi i yang di ilakukan dalam meimi inta i iziin 

poli igami i keipada pi ihak Peingadi ilan Agama.
12

  

Keiti iga, Skriipsi i tahun 2018 karya Nura Wi idya Iiswari i yang beirjudul 

Anali isiis Yuriidiis Teirhadap Pandangan Keipala KUA Teinggarang Bondowoso 

Teintang Iizi in Poliigami i Seibeilum Habi is Masa Iidah. Hasi il peineili iti ian i inii 

meinunjukkan bahwa adanya dukungan i izi in poliigami i seibeilum masa iidah dari i  

Keipala KUA Teinggarang Bondowoso yang teilah diiatur dalam surat eidaran 

nomor D.IiV/Ei.d/17/1979 beirsi ifat admi ini istrati if namun ti idak seisuai i deingan 

KHIi pasal 42 yang meilarang keilangsungan peirkawi inan apabi ila salah satu darii 

keiduanya masi ih ada hubungan peirkawi inan dan lai innya masi ih masa i idah talak 

raj‘i i. Peirsamaan dari i skri ipsii i ini i adalah meimbahas peiri izi inan untuk poli igamii. 

                                                           
12

 Eirviin Normala Agustiin, Analiisiis Yuriidiis teirhadap Peilaksanaan Meidiiasii Peirmohonan Iiziin 

Poliigamii dii Peingadiilan Agama Surabaya, (Skriipsii—UIiN Sunan Ampeil, 2021). 
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Seidangkan peirbeidaannya teirdapat pada peirmasalahan di iti injau dari i pandangan 

keipala KUA teirhadap i izi in poli igami i seibeilum masa i iddah habi is.
13

 

Beirdasarkan dari i seiluruh peineili iti ian yang teilah di ipaparkan di i atas, dapat 

di ipahami i bahwa ti idak teirdapat peineili iti ian yang seirupa deingan apa yang akan 

peinuli is teiliiti i. Arti inya peineili iti ian yang peinuli is lakukan adalah ori isi ini il, dan 

meimi iliiki i ni ilai i keibaruan (noveilty).  

F. Definisi Operasional 

Meirupakan deifi ini isi i untuk meingopeirasi ikankan vari iabeil-vari iabeil akan 

di iteili itii seisuai i deingan proseis peingukuran vari iabeil teirseibut.
14

 Seibeilum 

peimbahasan i ini i di ilanjutkan peinuli is meimaparkan leibi ih jeilas judul peineili iti ian 

peinuli is, supaya ti idak teirjadi i keisalahfahaman dan meimudahkan peimbaca 

dalam meimahami i skri ipsi i i inii. Adapun beibeirapa i isti ilah yang peirlu di ipaparkan 

leibi ih jeilas yang di ianggap peinti ing dalam judul Analiisi is Hukum Iislam 

Teirhadap Peimbeiri ian Iizi in Poli igami i Kareina Sudah Sali ing Meinci intai i (Studii 

Atas Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas), seibagai i beiri ikut: 

1. Anali isi is hukum Iislam meirupakan aturan-aturan atau hukum yang 

bersumber dari al-qur‘an dan hadist yang bertujuan untuk kemaslahatan 

hidup manusia secara rohani dan jasmani. 

2. Iizi in poli igami i meirupakan peingupayaan peirmohonan i izi in peirkawi inan yang 

di ibeiri ikan peingadi ilan agama pada suami i heindak beirpoli igami i. 

                                                           
13

 Nura Wiidya Iiswarii, Analiisiis Yuriidiis teirhadap Pandangan Keipala KUA Teinggarang Bondowoso 

Teintang Iiziin Poliigamii Seibeilum Habiis Masa Iidah, (Skriipsii—UIiN Sunan Ampeil, 2018). 
14

 Niikmatur Riidha, Proseis Peineiliitiian, Masalah, Variiabeil, dan Paradiigma Peineiliitiian, Volumei 14, 

Jurnal Hiikmah, (2017), 63.  
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3. Putusan meirupakan suatu peirnyataan yang di ibeiri ikan oleih haki im deingan 

tujuan untuk meinyeileisai ikan seingkeita para pi ihak yang beirpeirkara.  

4. Ratio decidendi  merupakan alasan hakim dalam menjatuhkan putusan.  

G. Metode Penelitian  

1. Data yang di ikumpulkan 

Data yang di ibutuhkan untuk meinjawab peirtanyaan pada rumusan 

masalah yakni i rati io deici ideindi i peimbeiri ian i izi in poli igami i pada peirkara 

nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas 

2. Sumbeir Data  

a. Sumbeir Data Pri imeir  

Sumber data primer yakni i data yang di idapat langsung dari i sumbeir 

utama.
15

 Sumbeir data yang di idapat langsung yakni i dokumein atau 

beirkas-beirkas putusan peirkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas.  

b. Sumbeir Data Sekunder 

Sumber data seikundeir adalah sumbeir data yang beirfungsi i seibagaii 

peinupang dari i sumbeir data pri imeir meirupakan sumbeir data seikundeir 

yang beirsumbeir dari i buku-buku, jurnal, ki itab-ki itab dan weibsi itei yang 

reileivan dalam peirmasalahan teirseibut, di iantaranya i ialah:  

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Teintang Peirkawi inan 

2) PP No. 9 Tahun 1975 Teintang Peilaksanaan Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 

                                                           
15

 Muhaiimiin, Meitodei Peineiliitiian Hukum, (Mataram: Mataram Uniiveirsiity Preiss: 2020), 111. 
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3) Hukum Peirkawi inan Iislam Iindoneisi ia, karya Nabi ieila Nai ily, 

Nurul Asi iya, Holi ilur Rohman, dan Mahi ir Ami in 

4) Hukum Peirkawi inan Iislam di i Iindoneisi ia, karya Ami ir Syari ifuddi in 

5) Hukum Peirkawi inan di i Iindoneisi ia (Seibuah Kaji ian Dalam Hukum 

Iislam dan Hukum Mateiri il), karya Ali i Wafa 

6) Hukum Peirkawi inan Iislam di i Iindoneisi ia, karya Umar Hari is dan 

Aunur Rahi im  

7) Fi iqh Munakahat, karya Abdul Rahman Ghazaly 

8) Kompi ilasii Hukum Iislam di i Iindoneisi ia, karya Keimeinteiri ian 

Agama Reipubli ik Iindoneisi ia Di ireiktorat Bi ina KUA dan Keiluarga 

Saki inah 

9) Prakteik Peirkara Peirdata Pada Peingadi ilan Agama, karya Mukti i 

Arto  

10) Leigali itas Poliigami i Meinurut Sudut Pandang Ajaran Iislam, karya 

Abu Usamah dan Abdul Hami id.  

3. Teikni ik Peingumpulan Data  

Yakni i teikni ik meingumpulkan data peineili iti ian meilalui i beibeirapa 

data yang teirdokumeintasi i dalam beintuk catatan teirtuli is atau dokumein 

reikaman. Catatan teirtuli is dapat beirupa arsi ip, buku hari ian, autbi iografi i, 

kumpulan surat pri ibadi i, kli ipiing, dll. Meiski ipun dokumein yang di ireikam 

dapat beirupa fi ilm, kaseit, mi ikrofi ilm, foto, dan lai in-lai in.
16

 Adapun 

sumbeir utama yang di idapatkan yakni i beirupa dokumeintasi i yang mana 
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 Iibiid, 85.  
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peinuli is meineili itii pada dokumein asliinya dalam peirkara nomor 

0265/Pdt.G/2021/PA.Pas.  

4. Teikni ik Anali isi is Data 

Peineili iti ian i inii meinggunakan peindeikatan kuali itati if deingan meitode i 

deiskri ipti if dan di ianali isi is deingan pola pi iki ir deidukti if deingan meinyaji ikan 

teiori i-teiori i beirsi ifat umum teintang poli igami i beirdasarkan undang-undang 

yang beirlaku, dan meingkai itkan deingan hal yang beirsi ifat khusus teintang 

i iziin poli igami i di i Peingadi ilan Agama Pasuruan. Keimudi ian di iambi il 

seibuah keisi impulan yang di ianali isi is meinggunakan Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 Teintang Peirkawi inan dan PP No. 9 Tahun 1975 Teintang 

Peilaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan diianali isi is deingan 

Kompi ilasi i Hukum Iislam, dan fi iqi ih munakahat, seirta peindapat ulama. 

Keimudi ian di isi impulkan deingan alasan haki im dalam meimbeiri ikan i iziin 

poli igami i pada peirkara nomor 0265/ Pdt.G/ PA.Pas.  

H. Sistematika Pembahasan  

Siisteimati ika peimbahasan beirtujuan untuk meimpeiroleih peimahaman dari i 

hasi il peineili itiian i ini i, seihi ingga peinuli is meingurai ikan si isteimati ika peimbahasan 

meingeinai i gambaran umum  dari i skri ipsi i i ini i agar meimudahkan peimbaca dalam 

meimbaca dan meimahami i peineili itiian peinuli is. Maka dari i i itu peinuli is akan 

meinyusun si isteimati ika  peimbahasannya teirdi iri i dari i liima bab, seibagai i beiri ikut: 

Bab Pertama beiri isi i peindahuluan. Bab i ini i akan di igunakan seibagai i 

teimpat meingurai ikan alasan peinuli is meilakukan peineili iti ian atas peirsoalan yang 
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teirjadi i, seirta meinggambarkan seicara luas meingeinai i peineili iti ian i ini i meilaluii 

latar beilakang, i ideinti ifi ikasi i masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

peineili iti ian teirdahulu, tujuan peineili iti ian, deifi ini isi i opeirasi ional, meitodei peineili iti ian 

dan si isteimati ika peimbahasan.  

Bab Kedua meinjeilaskan teintang ti injauan umum teintang poli igami i dan  

dasar hukum poli igami i dalam hukum posi iti if di i Iindoneisi ia yang meili iputii 

Undang-Undang Peirkawi inan dan Kompi ilasi i Hukum Iislam, keimudi ian 

poli igami i dalam peirspeikti if fi iki ih munakahat, dan poli igami i dalam pandangan 

ulama‘/ahli i.  

Bab Ketiga meimuat teintang deiskri ipsi i putusan peimbeiri ian i iziin poli igami i 

teirhadap peirkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas yang meili iputi i kasus posi isi, 

dasar hukum, dan amar putusan.  

Bab Keempat beiri isi i teintang peimbahasan meingeinai i alasan haki im 

dalam peimbeiri ian i izi in poli igami i, seirta ti injauan hukum Iislam dari i undang-

undang peirkawi inan dan KHIi, seirta pandangan para ulama‘.  

Bab Kelima beiri isi i peinutup yang teirdi iri i dari i keisi impulan dan saran, di i 

mana keisi impulan meirupakan i inti i sari i dari i rumusan masalah, seidangkan saran 

beiri isi i kri iti ik dan masukan dari i peinuli is meingeinai i peimbahasan yang teilah 

di ipaparkan. 
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BAB II 

KETENTUAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Poligami 

1. Pengertian Poligami  

Poliigami i meirupakan si isteim peirkawi inan yang meimboleihkan 

seiorang meimpunyai i i istri i leibi ih dari i satu i istri i pada waktu beirsamaan.
1
 

Dalam Kamus Umum Bahasa Iindoneisi ia meinyatakan bahwa konseip 

poli igami i adalah peirkawi inan dari i salah satu pi ihak deingan meini ikahii 

seicara teimpo yang sama.
2
 Poliigami i dalam Iislam di iseibut t „addudu al-

Zauja>h yang arti inya beirtambahnya jumlah i istri i.
3
 Keibali ikannya darii 

peirkawi inan i ini i adalah monogami i, yai itu peirkawi inan di imana seiorang laki i-

laki i meimpunyai i satu i istri i.
4
  

Ki itab Allah sudah deitai il meimbeiri i keiteirangan teirkai it batasan 

poli igami i deingan meini ikahi i eimpat untuk jumlah i istri i meiski ipun ada yang 

meingatakan leibi ih dari i i itu. Peindeifi ini isi ian hukum poli igami i seindi iri i 

di ipeingaruh oleih proseis seijarah poli igami i dan juga peirsoalan yang 

beirkai itan deingan konseip tujuan beirpoli igami i. Seiibeilum keidatangan Iislam, 

orang Arab dan non Arab sudah teirbi iasa beirpoli igami i. Keiti ika agama 

                                                           
1
 Deiparteimein Peindiidiikan dan Keibudayaan, Kamus Beisar Bahasa Iindoneisiia, (Jakarta: Balaii 

Pustaka, 1998), 799.  
2
 Poeirwadarmiinto, Kamus Umum Bahasa Iindoneisiia, (Jakarta: Balaii Pustaka, 1984), 693. 

3
 Muhammad Jawad Mughniiyah, Teirjeimah al-Fiiq  „ l   l-Mazahiib al-Khomsah, (PT Leinteira 

Basriitama: Dar al-Jawal Beiiirut, 2005), Ceit. 5,  332. 
4
 Biibiit Suprapto, Liiku-Liiku Poliigamii, (Yogyakarta: Al –Kautsar, 1999), Ceit. 1, 71. 
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Iislam datang, ada batasan jumlah i istri i yang boleih di ini ikahi i. Iislam 

meimbeiri ikan peidoman poli igmi i untuk beirpoli igami i yang beirkeiadi ilan 

seijahteira. Seihi ingga Iislam meimbeiri ikan hukum poli igami i bukan waji ib tapii 

mubah. Beirdasarkan antara lai in fi irman Allah dalam al Qur‘an surat An-

Ni isaa‘ ayat 3.
1
  

Sayyi id Qutb beirkeiyaki inan bahwa seiri ingkali i teirjadi i hal yang ti idak 

bi isa di ipungki iri i keibeiradaannya dalam keihi idupan, seipeirti i meili ihat 

keisuburan seiorang laki i-laki i beirlangsung hi ingga umur 70 tahun atau 

leibi ih, seidangkan keisuburan seiorang wani ita beirakhi ir saat usi ianya seiki itar 

50 tahun. Oleih kareina i itu, ada jarak waktu 20 tahun anatara keisuburan 

pri ia dan wani ita.
2
 Alasan i ini i muncul utnuk meilanjutkan hubungan 

peirsaudaraan dan keihi idupan yang seijahteira dan meingatur masyarakat 

di isiisi i beirbagai i keipeinti ingan dan keii ingi inan.
3
 Peindapat masayarakat Iislam 

meingeinai i keiboleihan poli igami i yai itu anggapan bahwa jumlah wani ita leibi ih 

banyak di ibandi ing jumlah pri ia di inyataka dalam rasi io peirbandi ingan 1:3. 

Iitulah seibeinarnya para ulama meinyatakan bahwa tujuan i ideial Iislam 

dalam peirni ikahan adalah monogami i.  

Meingeinai i konseip poli igami i yang jeilas teirtuli is dalam al-Qur‘an, ada 

yang meingatakan bahwa i itu hanya kareina tuntutan zaman Nabi i, keiti ika 

i itu banyak yang di iti inggal yati im pi iatu atau janda oleih ayah atau 

                                                           
1
 Hartono Ahmad Jaiiz, Waniita Antara Jodoh, Poliigamii dan Peirseiliingkuhan, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2007), Ceit. 1, 119. 
2
 Abu Usamah Muhyiidiin, Abu Hamiid, Leigaliitas Poliigamii Meinurut Sudut Pandang Ajaran Iislam, 

(Yogyakarta: Skeitsa, 2006), Ceit. 1, 28. 
3
 Iibiid, 31-32. 
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suami inya. Seibagi ian lai innya beirpeindapat bahwa di ipeirboleihkannya 

poli igami i hanyalah keiadaan darurat atau teirpaksa, meingi ingat agama 

adalah keiseijahteiraan bagi i peimeiluknya. Di i si isi i lai in, langkah-langkah 

meindeisak di iambi il saat beinar-beinar di ipeirlukan. Dan yang leibi ih peinti ing 

i ini i meinolak keisusahan harus di idahulukan dari ipada meindapat 

keiseijahteiraan.
4
 Seilai in teircantum di isurat an-Ni isa‘ ayat 3 teintang i iziin 

poli igami i, peiraturan peirundanga-undangan yang ada pada pasal 3, 4, dan 

5 UU No. 1 tahun 1974 sangat meimbantu dalam seigala hal yang 

beirkai itan deingan deingan poli igami i kareina alasannya sudah jeilas.  

2. Sejarah Poligami  

Beirabad-abad seibeilum keidatangan Iislam, orang-orang di i seiluruh 

duni ia meingeinal dan meimpraktikkan poli igami i. Poli igami i teirseibar luas dii 

antara orang Yunani i kuno, Peirsi ia, dan Meisi ir. Jauh seibeilum Iislam, dii 

Jaziirah Arab masyarakatnya meimprakteikkan poli igami i, bahkan poli igamii 

tanpa batas. Be ibeirapa riiwayat meinyatakan bahwa rata-rata keipala suku 

pada saat i itu meimi ili iki i i istri i puluhan bahkan sampai i ratusan i istri i.
5
 Hampir 

setiap bangsa di dunia telah mengenal poligami sejak zaman dahulu. 

Misalnya, orang Hindu, Ibrani, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, 

Tunisia, dan lainnya. Dalam pandangan seijarah poli igami i bukanlah 

prakti ik baru pada masa Nabi i Muhammad, meilai inkan peiri isti iwa seijarah 

yang sudah beirlangsung lama. Seijarah meinunjukkan bahwa poli igami i 

                                                           
4
 Hartono Ahmad Jaiiz, Waniita antara Jodoh, Poliigamii dan Peirseiliingkuhan, 117. 

5
 Abdiillah Mustarii, Poliigamii dalam Reiiinteirpreitasii, Jurnal Siipakaleibbii‟, Vol. 14, No. 1, 

(Deiseimbeir, 2014),  255. 
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teilah di ikeinal luas oleih masyarakat, teirmasuk para nabi i seipeirti i Nabii 

Iibrahi im as, yang juga meini ikah deingan Si itii Hajar deingan Si itii Sarah. Nabi i 

Muhammad, para nabi i, dan para sahabat juga ada yang beirpoli igami i.
6
 

Seilai in i itu, banyak hal peinti ing lai innya yang peirlu di ipeirhati ikan 

teintang poli igami i yang seiri ing di ipeirtanyakan oleih beibeirapa keilompok 

yang ti idak meintoleiri ir i iziin poli igami i. Seimangat poli igami i yang 

di iprakti ikkan oleih Nabi i Muhammad SAW. jeilas bukan hasrat bi iologi is 

(seiksual) seipeirti i yang di iklai im banyak orang, untuk meiliindungi i wani ita 

di isampi ing meingi ikuti i dakwah Iislam. Fakta meinunjukkan bahwa di i antara 

beilasan wani ita yang di ini ikahkahi i  Nabi i Muhammad untuk meinjadii 

i istri inya seibanyak 9 orang dan Si iti i Aiisyah bi inti i Abu Bakar pada saat i itu 

beirstatus gadi is, keicuali i Hafsah bi inti i Umar bi in al-Khattab beirstatus janda 

muda yang beirumur 20 tahun, i istri i nabi i yang lai in juga ada yang beirstatus 

janda tua beirumur 40 tahun, bahkan ada janda tua juga beirumur di i atas 

50-an tahun.    

Zaman dahulu, meini ikah i itu tiidak ada aturan atau keiteitapan yang 

meingatur deingan jumlah i istri i yang akan di ini ikahi i. Seihi ingga keiti ika ki ita 

beilajar dari i seijarahnya Nabi i Daud yang meimi ili iki i i istri i deingan jumlah 99 

orang, keimudi ian pada saat jalan-jalan dan teirpi ikat deingan peireimpuan 

canti ik yang di isukai inya lalu di iniikahi i seihi ingga i istri i Nabi i Daud beirjumlah 

seibanyak 100 orang. Ti idak ada masalah kareina meimang ti idak adanya 

aturan yang teirbeintuk pada saat i itu, teirmasuk Rasulullah i istri inya 9, 

                                                           
6
 Ibid. 256. 
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beigi itupun sahabat-sahabat yang lai in deingan jumlah i istri i 20 sampai i 30 

orang dan i itu sudah bi iasa kareina ti idak ada aturan dan sah-sah saja, tanpa 

batas berapa jumlahnya sebab belum ada yang mengatur akan hal ini, 

adapun para feodal (saudagar) yang kaya selalu memiliki istri bahkan 

lebih dari sepuluh. Rasul melakukan koreksi total terhadap praktik 

poligami jahiliah dengan mencontohkan perkawinan monogami yang 

penuh bahagia bersama Khodijah, perempuan yang sangat dihormatinya. 

Bahkan, sebagai ayah, Rasul melarang anak perempuannya untuk 

dipoligami. Rasul marah dan mengancam menantunya, Ali yang berniat 

poligami. Akibatnya, suami Fatimah, Ali bin Abu Thalib baru menikah 

lagi setelah Fatimah wafat. Keimudi ian keiti ika Rasululloh meini ikahi i Si itii 

Khodi ijah pada saat i itu tiidak di i poli igami i, padahal aturannya 

meimpeirboleihkan walaupun ni ikah beirapapun.  

Dari i si ini i ki ita meingeitahui i bahwasannya ti ingkat keiseiti iaan 

Rasulullah luar bi iasa keipada Si iti i Khodi ijah, padahal seibeinarnya boleih-

boleih saja mau meini ikah leibi ih dari i beirapapun. Ketika Khodijah wafat, 

Rasul mengalami guncangan hebat, dan begitu dalamnya kepedihan 

Rasul. Tiga tahun berlalu, dari wafatnya Khodijah, Rasul dihadapkan 

pada tanggung jawab besar mengembangkan syiar Islam ke Yastrib 

(Madinah) dan juga ke luar Jazirah Arab. Kondisi masyarakat yang 

bersuku-suku itu memaksa Rasul harus menjalin komunikasi yang luas 

dari berbagai suku agar dapat mendukung perjuangannya, dan 

perkawinan menjadi alat komunikasi yang strategis. Demikianlah, 
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kemudian Rasul menikahi beberapa perempuan demi terlaksananya syiar 

Islam. Pada masa itu, mengawini anak-anak belum dikategorikan sebagai 

tindakan yang melanggar hak-hak atau pedofili. Semua perkawinan Rasul 

ini berlangsung di Madinah dan terjadi dalam rentang waktu yang 

pendek, hanya 5 atau 6 tahun.
7
 

3. Hukum Poligami dalam Islam  

Saat i ini i sudah meirupakan hal yang bi iasa dan patut di iseisalkan 

bahwa kaum musli imi in deiwasa i ini i banyak meineintang poli igami i. Poli igamii 

di ituduh seibagai i peimboros harta atau seibagai i peingumbar nafsu yang 

beirleibi ihan dan tuduhan-tuduhan lai in yang meineimpatkan poli igami i pada 

teimpat yang buruk. Hal iini i meimbuktiikan bahwa orang-orang yang 

meimbeinci i Iislam teilah beirhasi il meinyeibarkan i isu bahwa poli igami i adalah 

eiksploi itasi i golongan laki i-laki i teirhadap golongan peireimpuan yai itu hanya 

meimuaskan hawa nafsu meireika, padahal poli igami i meirupakan hal yang 

teilah umum dan teilah di isyari i‘atkan oleih Iislam.
8
 

  Seicara konkri it Iislam ti idak meimbahas hukum poli igami i dan ti idak 

meinsyari iatkan prakti iknya keipada para peingi ikutnya. Reiali itas poli igamii 

teilah beirlangsung dalam keihi idupan umat seirta masyarakat teirdahulu juga 

beirlangsung di i dalam li ingkungan peimeiluk agama Samawi i yang lai in dan 

tradi isi i masyarakat Arab Jahi iliiyah akan teitapi i beilum teirdapat dalam 

                                                           
7
 Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islam Meraih Ridha Ilahi, (Bandung: 

Marja, Juni 2021), Cet 1, 198.  
8
 Einii Seitiianii, Hiitam Putiih Poliigamii (Meineilaah Peirkawiinan Poliigamii Seibagaii Seibuah Feinomeina), 

(Jakarta: Ciiseira Publiishiing, Januarii 2007), Ceit 1i, 27. 
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reiali itas keihi idupan meireika batasanbatasan yang beinar seirta panduan 

hukum yang bai ik teirhadap prakti ik i ini i.
9
 

Keidatangan Iislam ti idak di itujukan untuk meimbeiri ikan leigali itas 

peinuh atas prakti ik poli igami i akan teitapi i tujuannya adalah untuk 

meimbeiri ikan batasan-batasan keibeiradaannya seirta meimbi imbi ing kaum 

laki i-laki i beirpeiri ilaku adi il teirhadap para i istri i. Di i lai in pi ihak Iislam datang 

dan meimasuki i ruang dari i peirmasalahan i ini i deingan peirbai ikan-peirbai ikan 

dan syarat-syarat yang khusus deingan cara meimbeiri ikannya landasan 

teirarah untuk meimandu dan meimbatasi i seimua keiburukan seirta bahaya 

yang seinanti iasa teirjadi i pada masyarakat. Meirumuskan undang-undang 

yang teirpeiri inci i untuk meinjaga hak-hak kaum peireimpuan yang seinanti iasa 

teirlupakan seirta meileistari ikan keihormatan meireika yang seinanti iasa 

teirti indas.
10

 

Dapat di isi impulkan bahwa hukum poliigami i dalam Iislam adalah 

keiboleihan yang beirsyarat. Sumbeirnya teirdapat dalam Al-Qur‘an dan As-

Sunnah. Hal iini i seibagai imana teirtuli is dalam Al-Qur‘an i itu seindi iri i pada 

surat an-Ni isa‘ ayat 3 yang meimboleihkan poli igami i deingan syarat hanya 

deingan eimpat orang i istri i dan bi isa beirlaku adi il. Para pemikir Islam klasik 

mengartikan ayat ini bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam. 

Ketetapan para ulama berkisar pada keputusan hukum kebolehan 

poligami, sedangkan mengenai jumlah istri yang akan dikawini diantara 

                                                           
9
 Iibiid, 28. 

10
 Abu Usamah Muhyiidiin Abdul Hamiid, Leigaliitas Poliigamii Meinurut Sudut Pandang Iislam, 2. 
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mereka mengalami perbedaan. Hal ini dikarenakan mereka memiliki 

pemikiran yang berbeda dalam menafsirkan huruf dari ayat ―ataf wau‖.
11

 

نَ النِّسَاۤءِ مَثْ نٰٰ وَثُ لٰثَ  وَاِنْ خِفْتُمْ الَّا تُ قْسِطوُْا فِِ الْيَ تٰمٰى فاَنْكِحُوْا مَا طاَبَ لَكُمْ مِّ

  ۗ  وَربُٰعَ ۚ فاَِنْ خِفْتُمْ اَلَّا  تَ عْدِلُوْا فَ وَاحِدَة  اوَْ مَا مَلَكَتْ ايَْْاَنكُُمْ   ذٰلِكَ ادَْنٰٰ اَلَّا تَ عُوْلُوْا

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawi ini ilah 

wani ita-wani ita lain yang kamu seinangi i dua, ti iga atau eimpat. 

Keimudi ian ji ika kamu takut tiidak dapat beirlaku adi il maka 

(kawi ini ilah) seiorang saja (An-Ni isa‘: 3).
12

 

M. Qurai ish Shiihab beirpeindapat bahwa ayat poliigami i tiidak 

meinganjurkan apalagi i meiwaji ibkan poli igami i. Teitapi i hanya beirbi icara 

teintang boleihnya poli igami i dan i itu pun meirupakan pi intu keici il yang hanya 

dapat di ilalui i oleih si iapa yang sangat amat meimbutuhkan deingan syarat 

yang tak ri ingan.
13

 

Beirdasarkan keiteintuan Al-Qur‘an poli igami i teirbatasi i deingan syarat-

syarat. Syarat teirseibut teirbagi i dalam ti iga faktor seibagai i beiri ikut: 

a. Faktor Jumlah  

Aturan teintang poli igami i meimang sudah di ikeinal dan beirlaku dalam 

kabi ilah-kabi ilah Arab zaman jahi ili iyah tanpa batasan teirteintu. Teilah 

di ikatakan juga bahwa ada hadi ist yang meingatakan teirdapatnya 

poli igami i di i kalangan orang-orang Arab keiti ika meireika meimeiluk 

                                                           
11

 Sam‘un, Poligami dalam Perspektif Muhammad ‗Abduh, al-Hukama: Journal of Islamic Family 

Law, Vol. 02, No. 01, Juni 2012.   
12

 Keimeintriian Agama Reipubliik Iindoneisiia, al-Qur‟ n  l-Kariim dan Teirjeimahannya. 
13

 M. Quraiish Shiihab, Peireimpuan: darii ciinta sampaii seiks, darii nii     ut‟   s  p  i niikah 

sunnah, dan darii biias lama sampaii biias baru, (Jakarta; Leinteira Hatii, 2005), 165-166. 
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agama Iislam dan tanpa peimbatasan jumlah.
14

 Namun seiteilah Iislam 

datang meimbatasi i poli igami i deingan hanya eimpat orang i istri i. 

Dalam fi iqh li ima mazhab, Muhammad Jawad Mughni iyah 

beirkomeintar teintang poli igami i yang di ibahasakan deingan ―Jumlah 

i istri i‖. Bahwa seimua mazhab seipakat teintang seiorang laki i-laki i boleih 

beiri istri i eimpat dalam waktu beirsamaan dan ti idak boleih li ima 

beirdasarkan keiteirangan surat an-Ni isaa‘ ayat 3.
15

 Adapun meingeinaii 

peimbahasan seilanjutnya teintang poli igami i ti idak di ituangkan dalam 

komeintarnya teirseibut. Meilai inkan teintang peirceirai ian keieimpat orang 

i istri i yang sudah di ini ikahi i meilaluii urai ian peindapat Iimami iyah dan 

Syafi i‘i i. 

b. Faktor Nafkah  

Nafkah meincakup makanan, mi inuman, pakai ian, teimpat ti inggal, dan 

alat-alat rumah tangga yang umum. Laki i-laki i yang i ingi in meini ikah 

peirtama-tama harus mampu meinyeidi iakan bi iaya untuk meinafkahii 

wani ita yang akan di ini ikahi inya. Meinurut syari i‘at Iislam Jiika seiorang 

laki i-laki i beilum meimi ili iki i sumbeir reizeiki i untuk meinafkahi i i istri i, di ia 

beilum boleih kawi in, seisuai i sabda Rasulullah beiri ikut i inii:  

) رواه مسلم( مَعْشَرَ الشابَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَواجْ  يَ   

                                                           
14

 Musfiir Aj Jahranii, Poliigamii darii Beirbagaii Peirseipsii, 52.  
15

 Muhammad Jawad Mughniiyah, Teirjeimah al-Fiiq  „ l   l-Mazahiib al-Khomsah, peineijeimah: 

Masykur A.B Afiif Muhmmad, Iidrus al-Kaf, (PT Leinteira Basriitama: Dar al-Jawal Beiiirut, 2005), 

Ceit. 5, 332-333. 
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―Wahai i seikali ian peimuda si iapa di iantara kamu yang teilah mampu 

meimi ikul beiban nafkah heindaklah i ia kawi in‖. (HR. Musliim) 

Beirdasarkan syara‘ seiorang laki i-laki i beilum di iboleihkan meini ikah 

ji ika beilum mampu meimbeiri ikan nafkah. Beigi itu pula, laki i-laki i yang 

sudah meimpunyai i i istri i satu teitapi i beilum mampu meimbeiri ikan nafkah 

yang layak, maka di ia ti idak boleih beirpoli igami i. Deingan deimi iki ian, 

ti idak ada i ikhtiilaf di iantara fuqoha teintang keiwaji iban suami i teirhadap 

i istri inya, bai ik makanan, pakai ian, teimpat tiinggal, dan 

keibutuhankeibutuhan lai innya.
16

 

c. Beirbuat Adi il di iantara Iistri i-Iistri i 

Surat an-Ni isaa‘ ayat 3 meirupakan dasar keiadi ilan yang harus 

di iteigakkan. Keiadi ilan yang di imaksud adalah keiadi ilan yang mampu 

di iwujudkan manusi ia dalam keihi idupan seihari i-hari inya yai itu sandang 

pangan, rumah teimpat ti inggal, dan peirlakuan yang layak teirhadap 

meireika masi ing-masi ing. 

Seimeintara i itu, keiadi ilan yang beirkeinaan deingan aspeik bathi ini iyah 

yai itu masalah ci inta, kasi ih sayiang, dan seileira (hasrat seiksual) 

meirupakan peirkara yang mustahi il diireiali isasi ikan oleih manusi ia.
17

 

لُوْا كُلا الْمَيْلِ فَ تَذَرُوْهَا كَالْمُعَلاقَةِ    عُوْا انَْ تَ عْدِلُوْا بَ يَْْ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلََ تََيِ ْ  وَلَنْ تَسْ تَطِي ْ

ا َ كَانَ غَفُوْر ا رَحِيْم   وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَ ت اقُوْا فاَِنا اللّّٰ

Dan kamu seikali i-kali i ti idak akan dapat beirlaku adi il di iantara i istrii-

i istri i(mu) walaupun kamu sangat i ingi in beirbuat deimi iki ian. Kareina i itu 

janganlah kamu teirlalu ceindeirung (keipada yang kamu ci intai i) 

                                                           
16

 Musfiir Aj Jahranii, Poliigamii darii Beirbagaii Peirseipsii, 58. 
17

 Iibiid, 58. 
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seihi ingga kamu bi iarkan yang lai in teirkatung-katung  dan ji ika kamu 

meingadakan peirbai ikan dan meimeili ihara di iri i (dari i keicurangan). Maka 

Seisungguhnya Allah Maha Peingampun lagi i Maha Peinyayang. (surat 

an-Ni isaa‘: 129).
18

 

Dalam hal i ini i pasti i seitiiap orang meimi ili iki i keiceindeirungan hati i atau 

si ikap condong keipi ihak teirteintu. Meiski ipun beigi itu adanya teitap harus 

di iupayakan seikuat mungki in usaha adi il dalam meinggauli i i istri i-i istrii 

yang meimang di i amanatkan Allah SWT. 

ُ نَ فْس ا اِلَّا وُسْعَهَا     لََّ يكَُلِّفُ اللّّٰ

Allah tiidak meimbeibani i seiseiorang meilai inkan seisuai i deingan 

keisanggupannya (al-Baqarah: 286).
19

 

4. Syarat-Syarat Poligami  

Poliigami i di ibeinarkan agama deingan syarat-syarat teirteintu. Di ia 

bagai ikan pi intu darurat di i peisawat. Ti idak boleih di ibuka keicuali i atas i iziin 

pi ilot dalam siituasi i yang sangat gawat. Si iapa yang heindak beirpoli igami i 

harus beirpi iki ir seiki ian kali i, yakni i apakah di ia teilah meimeinuhi i syarat, 

mampu dan meimang sangat meimbutuhkannya.
20

 Peirhati ian peinuh Iislam 

teirhadap poli igami i seibagai imana Iislam meimbatasi i deingan syarat-syarat 

teirteint bai ik dari i seigi i jumlah maksi imal maupun peirsyaratan lai innya 

seipeirti i: 

a. Jumlah i istrii yang boleih di ipoliigami i pali ing banyak eimpat orang 

wani ita. Seiandai inya salah satu diiantaranya ada yang meini inggal atau 

di iceirai ikan, suami i dapat meincari i ganti i yang lai in asalkan jumlahnya 

                                                           
18

 Keimeintriian Agama Reipubliik Iindoneisiia, al-Qur‟ n  l-Kariim dan Teirjeimahannya.. 
19

 Ibid.  
20

 M. Quraiish Shiihab, M. Quraiish Shiihab Meinjawab, (Jakarta: Leinteira Hatii, 2010), 75-76. 
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ti idak meileibi ihi i eimpat orang dalam waktu yang beirsamaan. Hal i ini i 

di ijeilaskan di i dalam QS. An-Ni isa‘ ayat 3.  

b. Laki i-laki i i itu dapat beirlaku adi il teirhadap i istri i-i istri i dan anak-anaknya 

yang meinyangkut masalah lahi iri iah seipeirti i peimbagi ian waktu, 

peimbagi ian nafkah, dan hal-hal lai in yang meinyangkut keipeinti ingan 

lahi ir. Seidangkan masalah bati in teintu saja seilamanya manusi ia ti idak 

mungki in dapat beirbuat adi il seicara haki iki i.
21

 

Keiadi ilan meinjadi i syarat kareina i istri i meimpunyai i hak untuk hiidup 

bahagi ia. Adapun peimbatasan jumlah meinjadi i syarat kareina ji ika ti idak 

di ibatasi i maka keiadi ilan akan suli it di iteigakkan. Peimbatasan i ini i juga 

meimbeiri ikan toleiransi i yang ti inggi i bai ik keipada laki i-laki i maupun 

peireimpuan. Laki i-laki i deingan seigala keileibi ihannya dapat saja beiri istri i 

leibi ih dari i eimpat teitapi i Iislam meimbeiri ikan jalan teingah deingan beiri istri i 

maksi imal eimpat saja. Bagi i peireimpuan deingan adanya peimbatasan 

teirseibut dapat meimbuat leibi ih teirjaganya keihi idupan dan keibahagi iaan 

di ibandi ingkan deingan tanpa ada peimbatasan jumlah.
22

 

Apabi ila suami i khawati ir beirbuat dzali im dan ti idak mampu 

meimeinuhi i seimua hak-hak meireika, maka di iharamkan beirpoli igami i. Bi ila 

ti idak sanggup teirpeinuhi inya hanya ti iga maka bagi inya haram meini ikah 

deingan eimpat orang. Ji ika i ia hanya sanggup meimeinuhi i hak dua orang 

i istri i maka haram bagi inya meini ikahi i ti iga orang. Dalam hal i ini i dapat 
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 Tiihamii, et.ali, Fiikiih Munakahat (Kajiian Fiikiih Niikah Leingkap), (Jakarta: PT RajaGrafiindo 
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di ikatakan bahwa seiorang suami i ti idak dapat beirlaku adi il pada si isii 

peirseitubuhan dan nafkah dalam peirkawi inan deingan dua orang, ti iga 

orang, atau eimpat orang. Satu orang i istri i saja adalah peirbuatan yang 

leibi ih deikat keipada keiti idakjatuhan keidalam peirbuatan dzali im. Jadii 

peimbatasan keipada eimpat orang adalah suatu keiadi ilan dan modeirat seirta 

meili indungi i para i istri i dari i keizaliiman yang teirjadi i aki ibat suamii meileibi ihii 

eimpat orang i istri i. Hal iini i beirbeida deingan adat orang Arab pada masa 

jahi ili iah seirta bangsa-bangsa di i masa lampau yang ti idak meimbatasii 

jumlah i istrii, seirta peingacuhan teirhadap seibagi ian i istri i.
23

 

Konseikueinsi i adi il meimang di ileikatkan dalam suatu poli igami i kareina 

manusi ia pada umumnya teirutama kaum laki i-laki i apabi ila poli igami i maka 

akan meimi ili ih i istri i mudanya. Maka konseikueinsi i adi il iini i seinanti iasa 

di ileikatkan untuk meingi ingatkan kaum laki i-laki i yang meilaksanakan 

poli igami i.
24

 Seilai in i itu meinurut fi itrahnya manusi ia meimi iliiki i watak 

ceimburu, i iri i hati i dan suka meingeiluh. Keihi idupan keiluarga yang 

poli igami is akan mudah teirangsang ti imbulnya peirasaan ceimburu, i iri i hatii 

atau deingki i. Seihi ingga dapat meimbahayakan keiutuhan keiluarga. Oleih 

seibab i itu poli igami i hanya di ipeirboleihkan bi ila dalam keiadaan darurat.
25
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B. Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia  

1. Meinurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Teintang Peirkawi inan dan 

PP Nomor 9 Tahun 1975 Teintang Peilaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 

Peirkawi inan di imaksudkan agar manusi ia meimpunyai i keiturunan dan 

keiluarga yang sah meinuju keihi idupan yang bahagi ia di i duni ia dan akhi irat, 

seirta di i bawah naungan ri idha Iilahi i. Keiteintuan pasal 1 Undang-Undang 

Peirkawi inan meinyatakan bahwa ―Peirkawi inan adalah i ikatan lahi ir bathi in 

antara seiorang pri ia dan wani ita seibagai i suami i-i istrii deingan tujuan 

meimbeintuk keiluarga (rumah tangga) yang bahagi ia dan keikal 

beirdasarkan keituhanan Yang Maha Eisa‖. Apabi ila di iteilaah keimbali i pasal 

teirseibut meimbeiri ikan i impli ikasi i bahwa peirkawi inan hanya dapat di ilakukan 

antara seiorang pri ia dan wani ita saja. Deingan deimi iki ian dapat di itari ik 

keisi impulan bahwa seinada deingan keiteintuan i itu, maka pasal 27 BW 

maupun pasal 2 teirseibut meingandung asas monogami i dalam peingeirti ian 

asas monogami i mutlak meiski ipun dalam meimori i peinjeilasan meingeinaii 

pasal-pasal teirseibut justru ti idak di ibeiri i komeintar teintang i itu.
26

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 i ini i meirupakan peingaturan 

peirmasalahan peirkawi inan atau seijeini isnya dalam keirangka hukum yang 

baku. Hal i ini i bi isa meinjadi i peidoman atau acuan meinye ileisai ikan 

peirmasalahan peirkawi inan. Dalam undang-undang i ini i poli igamii 

                                                           
26
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di iteirangkan dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan 2, dan pasal 5 ayat 1 

dan 2. Apabi ila kasus poli igami i teirjadi i maka peingadi ilan meirujuk pada 

undang-undang teirseibut kareina seimua keiteitapan hukum poliigami i sudah 

teirteira dalam undang-undang i ini i seibagai imana dalam pasal 3 

meineirangkan bahwasannya ―Pada azasnya dalam suatu peirkawi inan 

seiorang pri ia hanya boleih meimpunyai i seiorang i isteiri i. Seiorang wani ita 

hanya boleih meimpunyai i seiorang suami i, dan peingadi ilan, dapat meimbeiri i 

i iziin keipada seiorang suami i untuk beiri isteiri i leibi ih dari i seiorang apabi ila 

di ikeiheindaki i oleih pi ihak-pi ihak yang beirsangkutan‖. 

Pasal 4 meineirangkan syarat-syarat alteirnati if yang harus di ijalani i 

peimohon di iantaranya seibagai imana teirteira bahwa dalam hal seiorang 

suami i akan beiri isteiri i leibi ih dari i seiorang maka peimohon waji ib meingajukan 

peirmohonan keipada peingadi ilan di i daeirah teimpat tiinggalnya. Keimudi ian 

peingadi ilan yang di imaksud hanya meimbeiri ikan i izi in keipada seiorang suami i 

yang i ingi in beiri isteiri i leibi ih dari i seiorang apabi ila: 

a. Iistri i ti idak dapat meinjalankan keiwaji ibannya seibagai i i istiri i 

b. Iistri i meindapat cacat badan atau peinyaki it yang ti idak dapat 

di iseimbuhkan 

c. Iistri i ti idak dapat meilahi irkan keiturunan 

Pasal 5 meineirangkan syarat-syarat kumulati if yang keiseiluruhannya 

harus di ijalani i oleih peimohon seibagai imana teirteira: 
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a. Untuk dapat meingajukan peirmohonan keipada Peingadi ilan, 

seibagai imana di imaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang 

i ini i, harus di ipeinuhi i syarat-syarat seibagai i beiri ikut: 

1) Adanya peirseitujuan dari i i istri i/iistri i-i istri i 

2) Adanya keipasti ian bahwa suami i mampu meinjami in 

keipeirluankeipeirluan hi idup i istri i-i istrii dan anak-anak meireika 

3)  Adanya jami inan bahwa suami i akan beirlaku adi il teirhadap 

i istri i-i istrii dan anak-anak meireika.
27

 

b. Peirseitujuan yang di imaksud pada ayat (1) huruf a pasal i ini i ti idak 

di ipeirlukan bagi i seiorang suami i apabi ila i istri i/i istri i-i istri inya ti idak 

mungki in di imi intai i peirseitujuannya dan ti idak dapat meinjadi i 

pi ihak dalam peirjanji ian, atau apabi ila ti idak ada kabar dari i 

i istri inya seilama seikurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau kareina 

seibab-seibab lai innya yang peirlu meindapat peini ilai ian dari i Haki im 

Peingadi ilan.
28

 

Dalam peinjeilasan leibi ih lanjut, PP No. 9 Tahun 1975 teintang 

Peilaksaaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meineirangkan dalam 

pasal 40, 41, 42, 43, dan pasal 44. Dalam pasal 40 beirbi icara meingeinai i 

―Apabi ila seiorang suami i beirmaksud untuk beiri isteiri i leibi ih dari i seiorang 

maka i ia waji ib meingajukan peirmohonan seicara teirtuli is keipada 

peingadi ilan‖. Dan pada pasal 41 peingadi ilan keimudi ian meimeiri iksa 

meingeinai i: 

                                                           
27

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
28

 Ibid.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

32 
 

 
 

a. Ada atau ti idaknya alasan yang meimungki inkan seiorang suamii 

kawi in lagi i  

b. Ada atau ti idaknya peirseitujuan dari i i istri i peirseitujuan li isan 

maupun teirtuli is. Apabi ila peirseitujuan i itu meirupakan 

peirseitujuan li isan maka peirseitujuan i itu harus di iucapkan di i 

deipan si idang peingadi ilan 

c. Ada atau ti idak adanya keimampuan suami i untuk meinjami in 

keipeirluan hi idup i istri i-i istri i dan anak-anak. 

d. Ada atau ti idak adanya jami inan bahwa suami i akan beirlaku adi il 

teirhadap i istri i-i istri i dan anak-anak meireika deingan peirnyataan 

atau janji i dari i suami i yang di ibuat dalam beintuk yang di iteitapkan 

untuk i itu.
29

 

Pasal 42 meineirangkan dalam meilakukan peimeiri iksaan meingeinai i 

hal-hal pada pasal 40 dan 41 yang teilah di ijeilaskan di i atas yaknii 

peingadi ilan harus meimanggi il dan meindeingar i istri i yang beirsangkutan dan 

peimeiri iksaan peingadi ilan untuk i itu diilakukan oleih Haki im seilambat-

lambatnya 30 (ti iga puluh) hari i seiteilah di iteiri imanya surat peirmohonan 

beiseirta lampi iran-lampi irannya. 

Pasal 43 meineirangkan apabi ila peingadi ilan beirpeindapat bahwa 

cukup alasan bagi i peimohon untuk beiri istri i leibi ih dari i seiorang, maka 

Peingadi ilan meimbeiri ikan putusannya yang beirupa i iziin untuk beiri istri i leibi ih 

dari i seiorang dan pasal 44 meineirangkan bahwa peigawai i Peincatat di ilarang 
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untuk meilakukan peincatatan peirkawi inan seiorang suami i yang akan 

beiri istri i leibi ih dari i seiorang seibeilum adanya i izi in Peingadi ilan seipeirti i yang 

di imaksud dalam Pasal 43. 

Undang-undang poli igami i di i atas meimboleihkan untuk beiri istri i leibi ih 

dari i satu orang deingan keiteintuan jumlah i istri i dalam waktu yang 

beirsamaan. Akan teitapi i, teirbatas hanya sampai i eimpat orang. Adapun 

syarat yang harus di ipeinuhi i di iantaranya suami i mampu beirlaku adi il 

teirhadap i istri i-i istri inya dan anak-anaknya dalam hal nafkah dan keiadi ilan. 

Jiikalau suami i ti idak bi isa meimeinuhi i maka suami i di ilarang beiri istri i leibi ih 

dari i satu. Di isampi ing i itu suami i harus teirleibi ih dahulu meindapat i iziin dari i 

Peingadi ilan Agama. Jiika tanpa i izi in dari i Peingadi ilan Agama maka 

peirkawi inan teirseibut ti idak meimpunyai i keikuatan hukum. Akan teitapi i 

apabi ila di ili ihat dari i keiteintuan pasal 3 ayat 1 UU peirkawi inan yang 

meinyatakan bahwa ―Pada dasarnya dalam suatu peirkawi inan seiorang pri ia 

hanya boleih meimpunyai i seiorang i istri i atau seiorang wani ita hanya boleih 

meimpunyai i seiorang suami i‖. Di isi ini ilah meinunjukkab bahwa deingan 

i istiilah ‗pada dasarnya‘ beirarti i boleih di iadakan peinyi impangan. Hal i inii 

teirbukti i deingan rumusan pada pasal 3 ayat 2 yang meinyatakan bahwa 

―Peingadi ilan dapat meimbeiri i i izi in keipada suami i untuk beiri istri i leibi ih darii 

seiorang apabi ila di ikeiheindaki i oleih pi ihak-pi ihak yang beirsangkutan‖. 

Hal i ini i di ipeirteigas dalam peinjeilasan umum Undang-Undang Nomor 

1 tahun 1974 angka 4 huruf c yang meinye ibutkan; 
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―Undang-undang i ini i meinganut asas monogami i. Hanya apabi ila 

di ikeiheindaki i oleih yang beirsangkutan kareina hukum dan agama dari i yang 

beirsangkutan meingi izi inkannya ji ika seiorang suami i dapat beiri istri i leibi ih dari i 

seiorang. Namun deimi iki ian peirkawi inan seiorang suami i deingan leibi ih darii 

seiorang i istri i meiski ipun hal i itu di ikeiheindaki i oleih pi ihak yang beirsangkutan, 

hanya dapat di ilakukan apabi ila di ipeinuhi i beirbagai i peirsyaratan teirteintu dan 

di iputuskan oleih peingadi ilan‖.
30

 

Paparan di iatas meinunjukan bahwa di ipeirgunakan asas monogamii 

dalam peiri ikatan peirni ikahan yai itu pada dasarnya Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 teintang peirkawi inan meinganut asas monogami i di idalam 

peirkawi inan. Dalam arti ian seioarang suami i hanya boleih meimi ili ikii seiorang 

seiorang i istri i dan seiorang i istri i hanya boleih meimi ili iki i seiorang suami i dalam 

satu saat. Akan teitapi i asas monogami i yang di ianut dalam Undang-

Undang peirkawi inan teirseibut ti idak beirsi ifat mutlak teitapi i hanya beirsi ifat 

peingarahan keipada peimbeintukan peirkawi inan saki inah deingan jalan 

meimpeirsuli it dan meimpeirseimpi it peinggunaan poli igami i dan bukan 

meinghapuskannya sama seikali i si isteim poliigami i.
31

 

Keiteintuan adanya asas monogami i i ini i bukan hanya beirsi ifat li imi itati if 

saja kareina dalam Pasal 2 ayat 2 UU Peirkawi inan di iseibutkan di imana 

peingadi ilan dapat meimbeiri ikan i izi in pada seiorang suami i untuk beiri istrii 

leibi ih dari i seiorang apabi ila di ikeiheindaki i oleih para pi ihak yang 

beirsangkutan. Keiteintuan i ini i meimbuka keimungki inan seiorang suami i 
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dapat meilakukan poli igami i deingan i izi in peingadi ilan. Hal i ini i eirat kai itannya 

deingan beirbagai i macam agama yang ada yang di ianut oleih masyarakat 

kareina ada agama yang meilarang untuk beirpoli igami i dan ada agama yang 

meimbeinarkan atau meimboleihkan seiorang suami i untuk meilakukan 

poli igami i. Khusus yang beiragama Iislam harus meindapat i iziin darii 

peingadi ilan agama.
32

 Dan yang beiragama seilai in Iislam harus meindapat 

i iziin dari i Peingadi ilan Neigeiri i, maka hal i ini i teirgantung dari i agama yang 

di ianut dan peingadi ilan yang beirkompeitein untuk i itu. 

Meingeinai i peirsyaratan peirseitujuan dari i i istri i yang meinyeitujui i 

suami inya poli igami i dapat di ibeiri ikan seicara teirtuli is atau seicara li isan akan 

teitapi i seikali ipun teilah ada peirseitujuan teirtuli is dari i i istri i peirseitujuan i inii 

harus di ipeirteigas deingan peirseitujuan li isan dari i i istri i pada si idang 

peingadi illan agama. Peirseitujuan dari i i istri i yang di imaksudkan ti idak 

di ipeirlukan bagi i suami i apabi ila i istri i atau i istri i-i istri inya ti idak mungki in 

di imiintai i peirseitujuan dan tiidak mungki in meinjadi i pi ihak dalam peirjanji ian 

dan apabi ila ti idak ada kabar dari i i istri inya seilama seikurang-kurangnya 2 

tahun atau kareina seibab-seibab lai innya yang meindapat peini ilai ian darii 

haki im Peingadi ilan Agama. Dapat di iambi il contoh apabi ila si i i istri i ada di i 

Luar Neigeiri i meinjadi i TKW (Teinaga Keirja Wani ita) seilama 2 tahun atau 

leibi ih mi isalnya atau bi isa juga kareina seilama mi iniimal 2 tahun si i i istrii 

meimang ti idak ada kabar beiri itanya. 
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Peirseitujuan seicara li isan i ini i nantiinya sang i istri i akan di ipanggi il oleih 

peingadi ilan dan akan di ideingarkan oleih Majeili is Haki im. Ti idak hanya i istrii 

teitapi i suami i juga akan diipeirlakukan hal yang sama. Keimudi ian 

peimanggi ilan pi ihak-pi ihak i ini i di ilakukan meinurut tata cara yang di iatur 

dalam hukum acara peirdata bi iasa yang di iatur dalam pasal 390 HIiR dan 

pasal-pasal yang beirkai itan.
33

 

2. Poligami Meinurut Kompi ilasi i Hukum Iislam (KHIi) 

KHIi lahi ir dari i keii ingi inan untuk meinyatukan hukum Iislam yang 

teirseibar di i seiluruh nusantara. Tujuan utamanya adalah seilai in 

meimposi itiifkan syari i‘at Iislam dalam bi idang keipeirdataan 

(ahwalusyakhsi iyah) juga i ingi in meingkodi ifi ikasi i dan meinyamakan ki itab 

fi iqh yang akan di ipakai i di i peingadi ilan. Kareina pada saat i itu teirjadi i 

keibeiragaman putusan peingadi ilan teirhadap peirkara yang seirupa. Deingan 

tujuan teirseibut maka tiimbulah keii ingi inan peinyeiragaman dan keibonafi itan 

hukum untuk umat Iislam.
34

 Meinurut Iismai il Sunni i, kareina sudah jeilas 

keibeirlakuan hukum diibi idang peirkawi inan, keiwari isan, dan wakaf bagi i 

peimeiluk-peimeiluk Iislam yang di iteitapkan undang-undang bagi i umat 

Iislam, maka Kompi ilasi i Hukum Iislam i itu meimuat hukum mateiri ilnya 

meilalui i keiputusan preisi idein/i instruksi i preisi idein. Peindapat teirseibut antara 

lai in diidasarkan pada di iseirtasi i A. Hami id Attami imii. Seilanjutnya Sunnii 

meingatakan bahwa i instruksi i preisi idein i ini i dasar hukumnya adalah pasal 4 
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ayat (1) UUD 1945 yai itu keikuasaan preisi idein untuk meimeigang 

keikuasaan peimeiri intah Neigara. Atas dasar keikuasaan i itu (apapun nama 

produk hukum yang di ikeiluarkan) apakah i itu keiputusan preisi idein atau 

i instruksi i preisi idein, keidudukannya adalah sama.
35

 

Mateiri i pokok poli igami i dalam Kompi ilasi i Hukum Iislam teirdapat 

dalam buku Ii teintang peirkawi inan Bab IiX pasal 55-59 yang meineirangkan 

cakupan untuk beiri istri i leibi ih dari i seiorang. Seicara umum keiteintuan-

keiteintuan yang di iatur KHIi dalam bi idang hukum peirkawi inan pada i inti inya 

meirupakan peineigasan ulang teintang hal-hal yang teilah di iatur dalam 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975.
36

 Meingeinaii 

peiri ihal poli igami i hal i itu bi isa di ili ihat pasal 57, 58 dan 59. Namun eiseinsii 

yang di ibangun KHIi meingeinai i poli igami i teirdapat pada pasal 55 leibi ih 

meingeideipankan ni ilai i keiadi ilan suami i bagi i para i istri i. Beiri ikut poli igami i 

dalam KHIi teirseibut: 

Pasal 55 meineirangkan bahwa beiri istri i leibi ih dari i seiorang pada satu 

waktu beirsamaan teirbatas hanya sampai i eimpat orang i istri i deingan syarat 

utama dari i seiorang suami i harus mampu beirlaku adi il teirhadap i istri i-i istrii 

dan anak-anaknya. Dan apabi ila syarat utama yang di iseibut tiidak mungki in 

di ipeinuhi i, suami i di ilarang beiri istri i leibi ih dari i seiorang. 
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Pasal 56 bahwa suami i yang heindak beiri isteiri i leibi ih dari i satu orang 

harus meindapat i iziin dari i Peingadi ilan Agama deingan meilakukan meinurut 

tatacara seibagai imana di iatur dalam Bab VIiIiIi Peiraturan Peimeiri intah No. 9 

Tahun 1975. Beiri ikut juga meineirangkan peirkawi inan yang di ilakukan 

deingan i isteiri i keidua, keiti iga atau keieimpat tanpa i iziin dari i Peingadi ilan 

Agama, ti idak meimpunyai i keikuatan hukum. 

Dalam pasal 57 Peingadi ilan Agama hanya meimbeiri ikan i iziin keipada 

seiorang suami i yang akan beiri istri i leibi ih dari i seiorang apabi ila: 

a. Iistri i ti idak dapat meinjalankan keiwaji iban seibagai i i istri i 

b. Iistri i meindapat cacat badan atau peinyaki it yang ti idak dapat 

di iseimbuhkan 

c.  Iistri i ti idak dapat meilahi irkan keiturunan 

Pasal 58 meineirangkan bahwa untuk meimpeiroleih i iziin Peingadi ilan 

Agama harus pula di ipeinuhi i syarat-syarat yang di iteintukan pada pasal 5 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yai itu: 

a. Adanya peirseitujuan i istri i 

b. Adanya keipasti ian bahwa suami i mampu meinjami in keipeirluan 

hi idup i istrii-i istri i dan anak-anak meireika.
37

 

Keimudi ian meingatur meingeinai i peirseitujuan i istri i atau i istri i-i istri i dapat 

di ibeiri ikan seicara teirtuli is atau deingan li isan teitapi i seikali ipun teilah ada 

peirseitujuan teirtuli is, peirseitujuan i ini i di ipeirteigas deingan peirseitujuan li isan 

i istri i pada siidang Peingadi ilan Agama dan peirseitujuan diimaksud ti idak 
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di ipeirlukan bagi i seiorang suami i apabi ila i istri i atau i istri i-i istri inya ti idak 

mungki in di imi intai i peirseitujuannya dan ti idak dapat meinjadi i piihak dalam 

peirjanji ian atau apabi ila i istri i tiidak ada kabar dari i iistri i atau iistri i-i istri inya 

seikurang-kurangnya 2 tahun atau kareina seibab lai in yang peirlu meindapat 

peini ilai ian Haki im. 

Pasal 59 meineirangkan dalam hal i istri i ti idak mau meimbeiri ikan 

peirseitujuan dan peirmohonan i izi in untuk beiri istri i leibi ih dari i satu orang 

beirdasarkan atas salah satu alasan yang di iatur Peingadi ilan Agama dapat 

meineitapkan teintang peimbeiri ian i iziin seiteilah meimeiri iksa dan meindeingar 

i istri i yang beirsangkutan di i peirsi idangan Peingadi ilan Agama, dan teirhadap 

peineitapan i ini i i isteiri i atau suami i dapat meingajukan bandi ing atau kasasi i. 

Seibagai imana teilah di ikeimukakan pada bab seibeilumnya, keiadi ilan 

teilah di ijeilaskan oleih para ulama agar beirhati i-hati i dalam meinjalankan 

keiadi ilan keipada i istri i-i istri i yang teilah atau akan diini ikahi i nanti i. Kareina 

seilai in di ijeilaskan bahwa keiadi ilan yang haki iki i i itu hanya mi ili ik Allah SWT, 

juga sangsi i agama beirupa api i neiraka meirupakan jami inan bagi i orang 

yang ti idak bi isa beirbuat adi il bagi i para peilaku poli igami i.  

Peirmasalahan keiadi ilan beirpoli igami i dalam KHIi meirupakan 

conceirn KHIi seindi iri i meili ihat peirmasalahan hukum Iislam dalam 

pandangan fi iqh yang ada. Manusi ia meimang teirbatas meingeinai i keiadi ilan. 

Akan teitapi i, teitap bi isa di ini ilai i deingan pola beirfi iki ir posiiti if dan reiali isti is 

dalam kasus poli igami i.  
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Haki im yang di ipeircaya seibagai i orang yang di ianggap peineingah 

dalam masalah apapun tak luput dari i keikurangan meingeinai i keiadi ilan. 

Keiadi ilan seisorang hanya bi isa di iniilai i oleih orang lai in seilai in di iri inya, maka 

ti imbul siiapa orang yang di ipeircaya dalam hal i ini i. Jawaban yang kongkri it 

adalah haki im i itu seindi iri ilah yang di iseipakati i publi ik meini ilai i keiadi ilan 

seiseiorang kareina meimpunyai i keiahli ian yang teilah di ipeilajari i seicara 

khusus meingeinai i masalah-masalah apapun. 

Yahya Harahap meingeimukakakan pandangannya meingeinai i KHIi 

teintang poli igami i yai itu dalam peirmasalahan di ili ibatkan campur tangan 

Peingadi ilan Agama. Poli igami i ti idak lagi i meirupakan ti indakan Iindi ivi idual 

Affaiirs. Poliigami i bukan seimata-mata urusan pri ibadi i teitapi i juga meinjadi i 

keikuasaan neigara yakni i meistii ada i izi in Peingadi ilan Agama. Tanpa i iziin 

Peingadi ilan Agama peirkawi inan i itu di ianggap poli igami i li iar. Di ia ti idak sah 

dan ti idak meingi ikat. Peirkawi inan di ianggap neiveir eixi isteid tanpa i izi in 

Peingadi ilan Agama meiski ipun peirkawi inan di ilakukan di ihadapan peigawaii 

peincatat ni ikah.
38

 

Dari i maksud peinjabaran teirseibut beirtujuan meimbawa keiteintuan-

keiteintuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kei dalam ruang li ingkup 

yang beirni ilai i syari i‘at Iislam. Keiteintuan pokok yang beirsi ifat umum dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di ijabarkan dan di irumuskan meinjadii 

keiteintuan yang beirsi ifat khusus dan seibagai i aturan hukum Iislam yang 

di ibeirlakukan khusus bagi i meireika yang beiragama Iislam. Beibeirapa ratio 
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decidendi yang dijadikan dasar dalam me ingabulkan peirmohonan i iziin 

poli igami i putusan ini seibagai i beiri ikut:  

1. Calon i istrii keidua peimohon te ilah si iap untuk meini ikah deingan peimohon 

sebagai istri kedua, dan teirmohon ti idak keibeiratan dan siap dimadu 

apabi ila peimohon meini ikah deingan calon i istri i keidua.  

2. Keisanggupan dan ke imampuan peimohon untuk beirlaku adi il teirhadap 

i istri i-i istrii dan anak-anaknya, dan di itambah bahwa pe imohon 

beirpeinghasi ilan cukup.  

3. Calon istri pemohon bukan termasuk Wanita yang diharamkan untuk 

dinikahi. 

4. Pemohon dengan calon istrinya telah lama saling mengenal dan telah 

menjalin hubungan asmara.  

5. Pemohon dengan calon istrinya telah melangsungkan perkawinan sirri 

dan telah hidup Bersama selama 8 tahun serumah tanpa ikatan yang sah 

menurut perundang-undangan.  

C. Poligami dalam Pandangan Empat Madzhab 

1. Madzhab Syafi‘iyah ’iyahi 

Beili iau beirpeindapat bahwa poli igami i seicara i isti ilah yakni i seiorang 

suami i yang meimpunyai i iistri i leibi ih dari i seiorang bahkan sampai i eimpat. 

Peingeirti ian poli igami i teirseibut meirujuk keipada surat an-Ni isa‘ ayat 3. 

Beili iau meinggunakan landasan hukum hadi ist Nabi i yang beirbunyi i ―Darii 

Iibn Umar beirkata: Ghai ilan bi in Salamah masuk Iislam dan meimpunyai i 

seipuluh orang i istri i pada masa Jahi ili iyah (seibeilum masuk Iislam), 
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beirsama meireika juga masuk Iislam, lalu Nabi i meinyuruhnya untuk 

meimi ili ih eimpat orang saja dari i meireika. (hadi ist yang di iri iwayatkan oleih 

an-Nasa‘i i dan ad-Daruquthni i).
39

 al-Umm meiupakan buku fi iqi ih yang 

sangat monumneital, dalam buku teirseibut Iimam Syafi i‘i i hanya meimbahas 

meingeinai i peireimpuan yang boleih di ipoli igami i, peireimpuan yang boleih 

di ipoliigami i, dan batasan jumlah iistri i, seileibi ihnya beili iau tiidak meimbahas 

seicara deitai il teintang poli igami i. Meinurut Iimam Syafi i'Ii, seiorang wani ita 

yang ti idak bi isa di ipoli igami i pada saat yang sama adalah saudara 

peireimpuan bai ik di ia budak atau orang meirdeika. Juga larangan peirni ikahan 

antara seiorang peireimpuan deingan ammah/ kholahnya seipeirti i dalam 

hadi its yang di iri iwayatkan oleih Abu Hurai irah.  

Meiski ipun hukum Iislam meimbatasi i jumlah iistri i yang di ii izi inkan 

hi ingga eimpat, batasan i ini i hanya beirlaku untuk peireimpuan yang meirdeika, 

meiski ipun hamba-hamba wani ita dapat di ipoli igami i tanpa batasan. Iimam 

Syafi i'i i beirpeindapat bahwa seiorang laki i-laki i boleih beiri istri i leibi ih dari i satu 

kareina dalam Iislam seiorang laki i-laki i di ipeirboleihkan beiri istri i leibi ih darii 

satu teitapi i diibatasi i hanya eimpat i istrii. Namun, keimampuan i ini i meimiili ikii 

satu syarat, yai itu peiri ilaku yang adi il di i antara peireimpuan, bai ik dalam hal 

tunjangan maupun i imbalan.
40

 

2. Madzhab Hanafiyahi  

                                                           
39

 Sulaeiman Ramdanii, Keiteintuan Poliigamii Studii Peirbandiingan Hukum Keiluarga dii Iindoneisiia, 

Maladeiwa, dan Fiikiih As-Syafii‘ii, (Skriipsii—UIiN Syariif Hiidayatullah), 16. 
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Fi iki ih Hanafi i dalam ki itab Radd al-Muhtar'ala al-Dur al-Mukhtar 

meinjeilaskan keiadi ilan teirhadap i istri i dalam satu bab. Oleih kareina i itu, fi iki ih 

seibeinarnya ti idak meimpeirsoalkan poli igami i, asalkan di ipatuhi i beirbagai i 

aturan yang teilah di iteitapkan. Beili iau juga beirpeindapat bahwa poli igami i 

boleih, tapi i syaratnya harus adi il. Namun, ji ika di ikhawati irkan ti idak dapat 

beirlaku adi il teirhadap i istri i-i istri inya dalam hal reizeiki i lahi iri iah (sandang, 

pangan dan papan) dan reizeiki i ruhani i (beirbagi i gi ili iran ti idur), Allah 

meinganjurkan laki i-laki i untuk meini ikah deingan satu peireimpuan saja. 

Kareina beirsi ikap adi il seicara nafkah lahi ir bati in meirupakan keiwaji iban 

syar'i i yang beirsi ifat sangat peinti ing.
41

 

3. Madzhab Mali ikiyah 

Iimam Mali ik meingatakan konseip adi il dalam konseip poliigami i 

adalah tak ada satu manusi ia pun yang bi isa beirlaku adi il, maka kareina i itu 

apabi ila kali ian takut deingan peiri ihal adi il heindaklah kali ian meini ikah satu 

saja di iantara meireika. Deingan seipeirangkat aturan dan syarat seibagai imana 

di ijeilaskan dalam al-Qur‘an, Allah meineikankan seibuah syarat yang 

sangat suli it yai itu adi il.
42

 

4. Madzhab Hanabilahi  

Dalam hal i ini i Iibnu Tai imi iyah meinjeilaskan bahwa poli igi ini i 

meirupakan salah satu hak preirogati if Iislam seipanjang masa kareina 
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Konteimporeir), Jurnal Studii Keiiislaman, Vol. 5, No. 1, (Mareit 2015), 23.  
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 Maya Noviiana Sarii, Konseip Adiil dalam Poliigamii Meinurut Iimam Syafiiii dan Iimam Maliik, 
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meingandung banyak hi ikmah yang beirteintangan, bai ik bagi i laki i-laki i 

maupun peireimpuan maupun bagi i masyarakat sosi ial pada umumnya. 

Seimeintara i itu, dari i sudut pandang yang beirbeida, monogami i meinjadi i 

peirhati ian utama Iibnu Quddamah. Seinada deingan Iimam Al-Nawawi i 

(mazhab Syafi i'i i), Iibnu Quddamah juga beirpeindapat bahwa monogamii 

leibi ih bai ik kareina keiadi ilan dalam poli igami i ti idak mudah. Pada saat yang 

sama, keiadi ilan sangat peinti ing bagi i peilaku poli igami i. Beirkai itan deingan 

hal teirseibut, Iibnu Quddamah beirsama Iimam Al-Hajawi i, Iibnu Tai imi iyah 

dan Iibnu Al-Qayyi im meinyatakan bahwa ji ika calon i istrii meineitapkan 

syarat untuk ti idak beirbulan madu dan calon suami i meinyeitujui inya, maka 

suami i tiidak dapat beirpoli igami i. Namun, ji ika suami i meilakukannya, i istri i 

beirhak meingajukan gugatan peimbubaran peirkawi inan. Jiika seiorang laki i-

laki i meini ikah deingan seiorang peireimpuan dari i keiluarga yang ti idak 

teirbi iasa meini ikah beirsama, maka adat i ini i deingan seindi iri inya meinjadi i 

syarat yang harus di ipeinuhi i oleih suami i, yai itu ti idak beirpoli igi ini i. Peindapat 

i ini i meirujuk pada hadi its Nabi i yang meilarang Ali i bi in Abii Thali ib meini ikah 

deingan wani ita lai in seiteilah meini ikahi i putri inya.
43

 

D. Poligami dalam Pandangan Ahli 

1. Hukum Poliigami i Meinurut Asghar Ali Engineer 

Beili iau beirpeindapat bahwa poligami mempunyai syarat bersikap 

adil. Jika seorang laki-laki tidak sanggup memperlakukan keadilan 

terhadap istrinya secara sama, Al-Qur‘an dengan tegas melarang 
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memiliki lebih dari satu istri. Maksud bersikap adil Asghar Ali Engineer 

meliputi fisik, non fisik, ibarat cinta dan afeksi. Menurut cara pandang 

Asghar Ali Engineer, tentang berbuat adil ada syarat perlakuannya. 

Yakni ada tiga tingkat wajib dipenuhi: Pertama, berkewajiban menjamin 

keselamatan jiwa maupun harta benda anak yatim dan janda dengan 

benar. Kedua, berkewajiban menjamin sikap adil layaknya semua istri di 

bidang materi. Sebab syarat adil merupakan suatu penghormatan kepada 

perempuan. Ketiga, berkewajiban  menjamin cinta dan kasih sayang rata 

kepada semua istrinya.
44

 

2. Hukum Poliigami i Menurut Prof. Siti Musdah Mulia 

Beliau berpendapat bahwa poligami pada dasarnya merupakan 

pelecehan dan penghinaan mrtabat perempuan. Ia juga melarang 

poligami dalam hukum Islam karena dianggap melangar hak asasi 

manusia. Ia juga menganggap poligami itu hukumnya haram lighairihi. 

Oleh karena itu, perlu diajukan larangan mutlak terhadap poligami, 

karena dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan 

pelanggaran hak asasi manusia.
45

 Akan tetapi, Prof. Siti Musdah Ilma 

adalah salah satu tokoh yang menitikberatkan keadilan sebagai syarat 

yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami.  

3. Hukum Poliigami i Meinurut Prof. KH. Iibrahi im Hosein 
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Beliau mengungkapkan bahwa ―syarat adil bagi kebolehan 

berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama 

dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya, karena yang 

dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya 

hukum, seperti  ud u‟, selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya 

sebelum shalat karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan  ud u‟. 

Maka sholat dan wudhu‘ tidak dapat berpisah selama shalat belum 

selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukumnya sah 

poligami, karena adil itu syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban 

suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum 

mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat 

agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada 

Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan 

kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman 

t ‟z r. 

Penuturan diatas dimaksd bahwa keiadi ilan yang di iseibutkan oleih 

surat an-Ni isaa` ayat 3 dan ayat 129 adalah keiadi ilan seibagai i syarat agama 

bukan syarat hukum untuk meimboleihkan poli igami i. Oleih kareina i itu, 

keiboleihan i izi in poli igami i i itu pada hakeikatnya beirsi ifat mutlak dan adi il, 

meirupakan keiwaji iban suami i teirhadap i istri i-i istri i dan anak-anak meireika 

kareina tuntutan agama. Dalam yang adi il i ini i, apakah teirhadap i istri i 

tunggal dalam peirni ikahan monogami i ti idak di ituntut beirlaku adi il, hanya 

saja keimampuan untuk beirlaku adi il leibi ih suli it dalam peirni ikahan 
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poli igami i, seihi ingga Allah SWT meimbeiri ikan meingi ingatkan agar beirhati i-

hati i dan seingaja leibi ih bahagi ia atau ceindeirung meinyayangi i seibagi ian i istrii 

deingan meingabai ikan yang lai in.
46

 

4. Hukum Poligami Menurut Quraish Shihab 

Beliau mengatakan bahwa poligami dalam ajaran Islam 

diperbolehkan bukan merupakan anjuran, itupun dengan syarat yang adil. 

Poligami bagaikan pintu darurat dalam pesawat, tidak ada yang boleh 

duduk di dekat pintu darurat itu kecuali yang bisa membuka pintu, pintu 

itu tidak boleh dibuka tanpa izin pilot, itulah poligami dan juga tidak 

boleh pintu darurat tersebut ditutup mati dan yang dapat dibuka saat-saat 

tertentu.  

 Dalam hal ini dijelaskan bahwa orang yang ingin berpoligami 

harus mampu, tetapi jika mampu dan tidak mendapat izin dari suami atau 

istrinya, maka ia tidak boleh melakukan poligami. Mampu disini dalam 

artian mampu mencukupi kebutuhan para istri dengan adil, dan mampu 

berlaku adil bukan hanya immateri/mutlak (cinta dan kasih sayang), 

melainkan adil terhadap  hal-hal yang bersifat material yang bukan hanya 

menuruti hawa nafsu.
47
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BAB III 

PUTUSAN PERKARA PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR 

0265/PDT.G/2021/PA.PAS TENTANG RATIO DECIDENDI 

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI 

A. Kasus Posisi  

Kasus posi isi i meirupakan bagi ian yang harus di icantumkan dalam 

putusan kareina meirupakan bagi ian dari i putusan i itu seindi iri i. Kasus posi isi i dalam 

putusan beirtujuan untuk meimbeiri ikan gambaran si ingkat namun jeilas dan 

kronologi is teintang duduknya peirkra, mulai i dari i proseis peirdamai ian, dali il-daliil 

gugatan, proseis peimbukti ian dan keisi impulan para pi ihak.
1
 

Pada tanggal 28 Mareit 2000 Peimohon dan Teirmohon teilah 

meilangsungkan peirni ikahan di i Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan. Seisuaii 

yang teircantum dalam Kuti ipan Akta Ni ikah Nomor: 522 / 69  / IiIiIi / 2000 / 

tanggal  28 Mareit 2000. Namun, seiteilah meini ikah antara Peimohon dan 

Teirmohon meineimpati i rumah orang tua Peimohon kurang leibi ih seilama 20 

tahun 9 bulan. Seilama peirni ikahan Peimohon dan Teirmohon beirteimpat ti inggal  

hi idup rukun dan ti inggal beirsama layaknya pasangan suami i i istri i dan sudah 

di ikaruni iai i 4 (eimpat) anak. Bahwa Peimohon dalam peirjalanan hi idup deingan 

Teirmohon, Peimohon heindak meini ikah lagi i deingan seiorang peireimpuan, calon 

i istri i teirseibut beirusi ia 29 (dua puluh seimbi ilan) tahun, Agama Iislam, peikeirjaan 

seibagai i dosein swasta, beirteimpat ti inggal di i Kabupatein Pasuruan, yang mana 

peirni ikahannya akan di icatatkan seikali igus di ilangsungkan di i deipan Peigawai i 

                                                           
1
 Iisro Khoiiruddiin, Iiziin Poliigamii Kareina Dorongan Iisteirii: Studii Putusan No. 790/Pdt.G/2013/PA. 

Smn, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 8, No. 2, (2015). 
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Peincatat Ni ikah Kantor Urusan Agama Kabupatein Pasuruan, Provi insi i Jawa 

Ti imur.  

Alasan Peimohon akan meini ikahi i calon i istri i, yakni i  Peimohon deingan 

calon i istri i keidua sudah sali ing meinci intai i dan ti idak bi isa di ipi isahkan, Peimohon 

deingan Teirmohon sudah meilangsungkan ni ikah si irri i seijak tanggal 6 Agustus 

2013 dan sudah ada surat  keiteirangan dari i deisa seiteimpat pada tanggal 30 

Deiseimbeir 2020. Deingan deimi ikiian, Peimohon takut teirjeiblos dan sangat 

khawati ir meilakukan hal yang di ilarang oleih agama apabi ila ti idak meilakukan 

poli igami i. Peimohon mampu meincukupi i keibutuhan hi idup i istri i-i istri i Peimohon 

beiseirta eimpat anak-anaknya kareina Peimohon beikeirja seibagai i Wi iraswasta 

dan meimi ili ikii peinghasi ilan beirki isar 12.500.000 (dua beilas juta li ima ratus ri ibu 

rupi iah) untuk seiti iap bulannya. Peimohon juga sanggup beirlaku adi il keipada 

i istri i-i istrii Peirmohon dan Teirmohon meinyatakan keisi iapannya seirta ti idak 

keibeiratan apabi ila Peimohon heindak meini ikah lagi i deingan calon i istrii keidua 

Peimohon teirseibut.  

Calon iistri i keidua Peimohon meinyatakan ti idak akan meingganggu gugat 

harta beinda yang seilama i ini i di imi iliiki i antara Peimohon deingan Teirmohon 

meilai inkan teitap utuh harta beisama Peimohon dan Teirmohon, adapun seilama  

rumah tangga antara Peimohon deingan Teirmohon meimpunyai i harta beirupa 

tanah dan bangunan rumah yang teirleitak di i RT. 001 RW. 001 daeirah dusun 

wi ilayah Kabupatein Pasuruan dan sudah ada bukti i yang teirlampi ir, meimpunyaii 

toko peiracangan di i RT. 001 RW. 001 daeirah dusun wiilayah Kabupatein 

Pasuruan dan sudah ada bukti i yang teirlampi ir, ada 1 (seibuah) mobi il deingan 
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meirk Rush dan sudah ada bukti i yang teirlampi ir, ada 3 (ti iga) seipeida motor 

deingan meirk Yamaha Nmax tahun 2019, Yamaha Nmax Tahun 2020, dan 

Honda Geini io tahun 2019.  

Bahwa orang tua Peimohon dan para keiluarga Teirmohon deingan calon 

i istri i Peimohon meinyatakan reila dan ti idak keibeiratan ji ika Peimohon meiniikah 

lagi i untuk yang keidua deingan calon i istri i Peimohon. Peimohon deingan calon 

i istri i keidua Peimohon ti idak ada larangan dalam meilakukan peirkawi inan baiik 

dalam syari iat Iislam maupun peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku, 

yakni i calon i istri i keidua Peimohon deingan Teirmohon ti idak ada hubungan 

saudara seikali igus bukan seipeirsusuan dan beigi itupun seibali iknya antara 

Peimohon deingan calon i istri i keidua Peimohon, calon i istri i Peimohon diinyatakan 

masi ih beirstatus peirawan dalam usi ia 24 (dua puluh eimpat) tahun dan ti idak 

teiri ikat deingan peirtunangan laki i-laki i lai in.  

Walii ni ikah dari i calon i istri i keidua Peimohon meirupakan wali i haki im dan 

beirseidi ia dalam meini ikahkan Peimohon deingan calon i istri i keidua Peimohon, 

adapun bi iaya yang ti imbul aki ibat peirkara i ini i di ibeibankan pada Peimohon dan 

Peimohon sanggup meimbayar keiseiluruhan bi iayanya. Dan meimbeibankan 

bi iaya peirkara
1
 

B. Tuntutan Pemohon  

Beirdasarkan alasan/dali il di iatas, Peimohon meimohon agar Keitua 

Peingadi ilan Agama Pasuruan atau di iwaki ili i oleih Majeili is Haki im agar seigeira 

                                                           
1
 Salinan Putusan Iiziin Poliigamii, Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas, Peingadiilan Agama Kota 

Pasuruan, 2021.  
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meimanggi il para pi ihak dalam kasus i ini i, seilanjutnya meinyeili idi iki i dan 

meingadi ili i peirkara i ini i, deingan meimbeiri ikan amar putusan seibagai i beiri ikut:  

1. Meingabulkan peirmohonan Peimohon seiluruhnya 

2. Untuk meineitapkan dan meimbeiri ikan i izi in keipada Peimohon untuk meini ikah 

lagi i deingan calon i istri i keidua Peimohon yang beirusi ia 29 (dua puluh 

seimbi ilan) tahun, Agama Iislam, peikeirjaan seibagai i dosein swasta, dan 

beirteimpat ti inggal di i Kabupatein Pasuruan. 

3. Meineitapkan harta-harta beirsama yang sudah di idapat antara Peimohon 

deingan Teirmohon, yakni i tanah dan bangunan rumah yang  teirleitak di i RT. 

001 RW. 001 daeirah dusun wi ilayah Kabupatein Pasuruan dan sudah ada 

bukti i yang teirlampi ir, meimpunyai i toko peiracangan di i RT. 001 RW. 001 

daeirah dusun wi ilayah Kabupatein Pasuruan dan sudah ada bukti i yang 

teirlampi ir, ada 1 (seibuah) mobi il deingan meirk Rush dan sudah ada bukti i 

yang teirlampi ir, ada 3 (ti iga) seipeida motor deingan meirk Yamaha Nmax 

tahun 2019, Yamaha Nmax Tahun 2020, dan Honda Geini io tahun 2019. 

Dan meimbeibankan bi iaya keipada Peimohon meinurut hukum yang beirlaku.
2
 

Pada hari i yang teilah di iteintukan Peimohon dan Teirmohon hadi ir dalam 

peirsi idangan teirseibut, keimudi ian Majeili is Haki im meilakukan upaya seimaksi imal 

mungki in untuk meinaseihati i Peimohon teintang tugas dan tanggung jawab 

seiorang laki i-laki i yang beiri istri i leibi ih dari i satu, namun Peimohon beirsi ikeiras 

pada peindi iri iannya. Majeili is Haki im sudah meinjeilaskan seicara ri inci i akan 

tujuan dan manfaat meidi iasi i, bahwa seisuai i deingan peiraturan Mahkamah 

                                                           
2
 Ibid. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

52 
 

 
 

Agung Reipubli ik Iindoneisi ia Nomor 1 Tahun 2016 teintang Proseidur Meidi iasi i dii 

Peingadi ilan, keimudi ian Peimohon dan Teirmohon meineimpuh proseis meidi iasii 

teirleibi ih dahulu dan keiduanya seipakat meimi ili ih DANIi HARIiANTO, S.H., 

M.H seibagai i meidi iator. Namun, usaha meidi iasi i teirseibut ti idak beirhasi il.
3
 

Keimudi ian di ibacakan surat peirmohonan Peimohon yang i isi i dan 

maksudnya teitap di ipeirtahankan oleih Peimohon. Bahwa atas peirmohonan 

Peimohon teirseibut, Teirmohon teilah meimbeiri ikan jawaban seicara li isan yang 

pada pokoknya yakni i apa yang di idali ilkan Peimohon dalam surat peirmohonan 

teirseibut sudah beinar, Peimohon akan meini ikah lagi i deingan calon i istri i keidua 

Peimohon yang beirusi ia 29 (dua puluh seimbi ilan) tahun, Agama Iislam, 

peikeirjaan seibagai i dosein swasta, dan beirteimpat ti inggal di i Kabupatein 

Pasuruan, kareina sudah lama keinal dan sudah meini ikah di i bawah tangan.
4
 

Teirmohon meinyatakan ti idak keibeiratan dan i ikhlas teirhadap maksud Peimohon 

untuk meiniikah lagi i  deingan calon i istri i keidua Peimohon dan Teirmohon tiidak 

di ipaksa oleih si iapapun. Bahwa seiteilah Peimohon dan Teirmohon 

meilangsungkan hi idup beirumah tangga meireika meimpeiroleih hak beirsama 

yang beirupa tanah dan bangunan rumah yang  teirleitak di i RT. 001 RW. 001 

daeirah dusun wi ilayah Kabupatein Pasuruan dan sudah ada bukti i yang 

teirlampi ir, meimpunyai i toko peiracangan di i RT. 001 RW. 001 daeirah dusun 

wi ilayah Kabupatein Pasuruan dan sudah ada bukti i yang teirlampi ir, ada 1 

(seibuah) mobi il deingan meirk Rush dan sudah ada bukti i yang teirlampi ir, ada 3 

                                                           
3
 Iibiid. 

4
 Niikah dii bawah tangan adalah niikah tanpa adanya suatu peincatatan pada iinstansii yang teilah 

diiteintukan oleih peiraturan peirundang-undangan.  
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(ti iga) seipeida motor deingan meirk Yamaha Nmax tahun 2019, Yamaha Nmax 

Tahun 2020, dan Honda Geini io tahun 2019. 
5
 

Seilai in keiteirangan Teirmohon, calon i istri i keidua Peimohon hadi ir dalam 

peirsi idangan dan turut meimbeiri ikan keiteirangan, yakni i  beinar apabi ila calon 

i istri i akan meini ikah deingan Peimohon, beinar apabi ila calon i istri i deingan 

Peimohon sudah lama meini ikah di i bawah tangan, beinar Teirmohon ti idak 

keibeiratan apabi ila calon i istri i keidua meini ikah deingan Peimohon, beinar calon 

i istri i keidua ti idak teiri ikat hubungan apapun deingan seiorang laki i-laki i seilai in 

Peimohon, calon i istri i keidua Peimohon meingeitahui i bahwa Peimohon sudah 

meimpunyai i i istri i (peirtama) dan calon i istri i keidua si iap dan beirseidi ia di ijadi ikan 

i istri i keidua oleih Peimohon, calon i istri i keidua Peimohon ti idak ada huungan 

seipeirsususan atau seidarah deingan Peimohon dan Teirmohon, bahwa keiluarga 

Peimohon sudah meireistui i hubungan antara Peimohon dan Teirmohon apabi ila 

keiduanya akan meilangsungkan peirni ikahan, beinar seilama Peimohon deingan 

Teirmohon meimpunyai i harta beirsama dari i rumah tangga meireika.  

Keimudi ian untuk meinguatkan dali il-dali il peirmohonnnya, Peimohon 

meingajukan alat-alat bukti i teirtuliis, yakni i photocopy KTP atas nama Peimohon 

yang di ikeiluarkan oleih Peimeiri intah Kota Pasuruan tanggal 30 Apri il 2018 teilah 

beirmateirai i cukup dan seisuai i deingan asli inya (P.1), photocopy KTP atas nama 

Teirmohon yang di ikeiluarkan oleih Peimeiri intah Kota Pasuruan tanggal 30 Apri il 

2018 teilah beirmateirai i cukup dan seisuai i deingan asli inya (P.2), photocopy KTP 

atas nama XX yang di ikeiluarkan oleih Peimeiri intah Kabupatein Pasuruan tanggal 

                                                           
5
 Iibiid. 
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11 Meii i 2015 teilah beirmateirai i cukup dan seisuai i deingan asli inya (P.3), 

photocopy KK atas nama Keipala Keiluarga Muksi in Andri iani i yang 

di ikeiluarkan oleih keipala di ispeindukcapi il Kota Pasuruan tanggal 20 Seipteimbeir 

2018 teilah beirmateirai i cukup dan seisuai i deingan asli inya (P.4), photocopy Akta 

Ni ikah Nomor 522/69/IiIiIi/2000 yang di ikeiluarkan oleih Kantor Urusan Agama 

Keicamatan Bugul Ki idul  Kota Pasuruan tanggal 28 Mareit 2000 teilah 

beirmateirai i cukup dan seisuai i deingan asli inya (P.5), photocopy Surat Peingantar 

Peirkawi inan Nomor 474.2/527/35.14.23.2010/2020 yang di ikeiluarkan oleih 

Keipala Deisa XX Keicamatan XX Kota Pasuruan tanggal 15 Noveimbeir 2020 

teilah beirmateirai i cukup dan seisuai i deingan asli inya (P.6), asli i surat peirnyataan.
6
 

Seilai in bukti i teirtuli is teirseibut, Peimohon dalam meinguatkan dali il-dali il 

peirmohonannya meingajukan 2 (dua) orang saksi i seibagai i beiri ikut: 

1) Saksi i 1 teilah meineirangkan bahwa saksi i sudah keinal deingan Peimohon 

dan Teirmohon kareina saksi i i ipar Peimohon, meingeitahui i keiduanya 

meirupakan seipasang suami i iistri i yang teilah di ikaruni iai i 4 (eimpat) anak. 

Saksi i juga sudah keinal deingan calon i istri i keidua Peimohon, saksii 

meingeitahui i apabi ila Peimohon meingajukan peirmohonan untuk meini ikah 

yang keidua kali inya deingan calon i istri i keidua, saksi i meingeitahui i Peimohon 

akan meini ikah lagi i kareina Peimohon deingan calon iistri i keidua sudah keinal 

lama dan sudah meini ikah di i bawah tangan seilama 8 tahun. Saksii 

meingeitahui i Peimohon meimpunyai i usaha di iantaranya buka prakti ik 

keiseihatan alteirnati if dan reintal mobi il yang mungki in biisa meincukupi i dan 

                                                           
6
 Ibid. 
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beirbuat adi il pada para i istri i beiseirta anak-anaknya, bahkan saksi i juga 

meingeitahui i bahwa Peimohon dan Teirmohon teilah meimpunyai i harta 

beirsama seilama meilangsungkan rumah tangga.  

2) Saksi i 2 teilah meineirangkan bahwa sudah keinal deingan Peimohon dan 

Teirmohon kareina saksi i seipupu Peimohon, meingeitahui i keiduanya 

meirupakan seipasang suami i iistri i yang teilah di ikaruni iai i 4 (eimpat) anak. 

Saksi i juga sudah keinal deingan calon i istri i keidua Peimohon, saksii 

meingeitahui i apabi ila Peimohon meingajukan peirmohonan untuk meini ikah 

yang keidua kali inya deingan calon i istri i keidua, saksi i meingeitahui i Peimohon 

akan meini ikah lagi i kareina Peimohon deingan calon iistri i keidua sudah keinal 

lama dan sudah meini ikah di i bawah tangan seilama 8 tahun, saksii 

meingeitahui i antara Peimohon deingan Teirmohon ti idak ada hubungan darah 

deingan calon i istri i keidua Peimohon, saksii meingeitahui i Peimohon 

meimpunyai i usaha di iantaranya buka prakti ik keiseihatan alteirnati if dan 

reintal mobi il yang mungki in bi isa meincukupi i dan beirbuat adi il pada para 

i istri i beiseirta anak-anaknya. bahkan saksi i juga meingeitahui i bahwa 

Peimohon dan Teirmohon teilah meimpunyai i harta beirsama seilama 

meilangsungkan rumah tangga.
7
 

                                                           
7
 Ibid.  
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C. Ratio Decidendi Pengadilan Agama Pasuruan dalam Memutus Perkara 

0265/Pdt.G/2021/PA.Pas Tentang Permohonan Izin Poligami  

Peinuli is meimaparkan beibeirapa ratio decidendi dalam meinjatuhkan 

putusan peirkara peirmohonan i iziin poli igami i seibagai imana di imuat dalam 

putusan peirkara Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas. 

Meini imbang bahwa beirdasarkan fakta-fakta di iatas peirmohonan a quo, 

teilah meimeinuhi i syarat seibagai imana keiteintuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat 1 Kompiilasi i Hukum Iislam. 

meini imbang bahwa calon i istri i keidua Peimohon bukanlah teirmasuk wani ita 

yang di ilarang untuk di ini ikahi i kareina ti idak adanya hubungan darah deingan 

Peimohon atau yang haram di iniikahi i seibagai imana dalam pasal 8 Undang-

Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Teintang Peirkawi inan, meini imbang bahwa 

beirdasarkan peirti imbangan-peirti imbangan di iatas, Majeili is Haki im beirpeindapat 

bahwa peirmohonan Peimohon untuk meiniikah lagi i  antara Peimohon deingan 

calon i istri i keidua kareina teilah lama sali ing meingeinal dan teilah meinjali in 

hubungan ci inta. Deingan deimi iki ian, Majeili is Haki im beirpeindapat bahwa 

peirmohonan Peimohon dapat di ikabulkan.
8
 

D. Amar Putusan  

1. Meingabulkan peirmohonan Peimohon 

2. Meimbeiri i i iziin keipada Peimohon untuk meini ikah lagi i deingan calon i istrii 

keidua Peimohon yang beirusi ia 29 (dua puluh seimbi ilan) tahun, Agama 
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 Ibid. 
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Iislam, peikeirjaan seibagai i dosein swasta, dan beirteimpat ti inggal dii 

Kabupatein Pasuruan. 

3. Meineitapkan harta-harta beirsama yang sudah di idapat antara Peimohon 

deingan Teirmohon.  

4. Meili impahkan Peimohon untuk meimbayar bi iaya peirkara seijumlah 

1.340.000,00.
9
 

Hal teirseibut dputusakan dalam si idang peirti imbangan Majeili is Haki im 

pada hari i Rabu tanggal 24 Feibruari i 2021 deingan keitua Majeili is Hakiim 

Musliich, S.Ag., M.H., dan Drs. H. Uri ip, M.H., seirta Abdul Mustopa, S.HIi., 

M.H., masi ing-masi ing seibagai i haki im anggota dan diidampi ingi i Humam 

Fai iruzy Fahmi i, S.H., M.H., seibagai i Pani iteira Peingganti i dan di ihadi iri i Peimohon 

dan Teirmohon.
10

 

 

                                                           
9
 Iibiid.  

10
 Iibiid.  
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP RATIO DECIDENDI 

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NOMOR 

0265/PDT.G/2021/PA.PAS 

A. Ratiio Deici ideindi Permohonan Iizi in Poli igami i dalam Putusan Pe irkara 

Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas 

Majeili is Haki im Peingadi ilan Agama Pasuruan meingabulkan 

peirmohonan i izi in poli igami i yang di iajukan XX seibagai i Peimohon yang heindak 

meilakukan peirni ikahan keidua deingan XX seibagai i calon i istri i keidua Peimohon 

yang teirtuang dalam putusan peirkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas.  

Beirdasarkan pada putusan peirkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas, 

teirdapat beibeirapa alasan yang meinjadi i dasar peirti imbangan haki im dalam 

meingabulkan peirmohonan i iziin poli igami i teirseibut. Alasan-alasan yuri idi is yang 

di imaksud di ijeilaskan oleih peinuli is seibagai i beiri ikut:  

1. Calon i istri i keidua peimohon teilah si iap untuk meini ikah deingan peimohon 

sebagai istri kedua, dan teirmohon dalam jawabannya membenarkan 

dan ti idak keibeiratan dan siap dimadu apabi ila peimohon meini ikah deingan 

calon i istri i keidua. Dalam hal i ini i poli igami i teilah di ikeiheindaki i oleih pi ihak-

pi ihak yang beirsangkutan, yai itu teirmohon, calon i istri i keidua, seirta 

peimohon.  

2. Keisanggupan dan keimampuan peimohon untuk beirlaku adi il teirhadap 

i istri i-i istrii dan anak-anaknya, seiteilah di ipeiri iksa dalam peirsi idangan 
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seicara keitat dan di itambah deingan bukti i-bukti i bahwa peimohon 

beirpeinghasi ilan cukup karena pemohon bekerja sebagai Wiraswasta 

dengan membuka praktik kesehatan alternatif sehingga mampu 

menghidupi istri-istri dan anak-anaknya selain itu pemohon teilah 

meimi iliiki i harta beirsama deingan teirmohon, seirta menghadirkan bukti 

keiteirangan 2 saksi i.  

3. Calon i istri i peimohon bukan teirmasuk wani ita yang di ilarang untuk 

di ini ikahi i oleih peimohon, kareina ti idak ada hubungan darah ataupun 

hubungan lai innya deingan peimohon yang meinye ibabkan haram untuk 

di ini ikahi i.  

4. Peimohon deingan calon i istri inya teilah lama sali ing meingeinal dan teilah 

meinjali in hubungan ci inta seihi ingga apabi ila hubungan teirseibut di ibi iarkan 

teirus beirlanjut deingan tanpa i ikatan yang sah, maka akan meimbeiri ikan 

mafsadah yang leibi ih beisar dari ipada manfaatnya.  

5. Peimohon dan calon i istri inya teilah meilangsungkan peirkawi inan si irri i dan 

teilah hi idup beirsama seilama 8 tahun serumah tanpa ikatan yang sah 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan i ini i 

seiolah meinjadi i peineintu keiputusan peirti imbangan majeili is haki im 

meingeinai i peimbeiri ian i izi in poli igami i, padahal i ia teilah meilangsungkan 

peirkawi inan deingan teirmohon dan hi idup beirsama seilama 20 tahun 9 

bulan. Peimohon dan teirmohon teilah hi idup rukun seilayaknya suami i 

i istri i dan teilah di ikaruni iai i 4 anak. Alasan teilah kawi in si irri i, hi idup 

beirsama dan sali ing meinci intai i i ini i meinjadi i alasan utama, seilai in kareina 
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teilah teirpeinuhi inya syarat-syarat di ipeirboleihkannya poli igami i meili iputi i 

i iziin dari i i istri i atau i istri i-i istri i, mampu meinjamiin keipeirluan i istri i-i istri i dan 

anak-anak, seirta sanggup beirlaku adi il.  

Oleih kareina i itu, Majeili is Haki im meindasarkan alasan teirakhi ir i ini i pada 

kai idah hukum Iislam seibagai i beiri ikut:  

 درأالمفاسد مقدم  على جلب المصالح

Mencegah kemudhorotan lebih prioritas dibanding mengambil 

kemanfaatan.  

Jiika suatu pe irkara ada mafsadat atau maslahat, maka mafsadat i itu harus 

di ihi ilangkan te irleibi ih dahulu dan lebih prioritas kareina mafsadat i itu bi isa 

meirusak seihi ingga meini imbulkan mudharat yang le ibi ih beisar. Dengan 

adanya kaidah hukum Islam tersebut meimbeiri ikan manfaat dan ke ijeilasan 

atas status peirniikahan dan status anak-anak yang di ilahi irkan. Namun ji ika 

hubungan te irseibut ti idak di isahkan dan be ibeirapa ke imudhorotan yang 

sudah di ilakukan oleh karena antara pemohon dan dengan calon istrinya 

telah menjalin hubungan cinta sehingga apabila hubungan tersebut 

dibiarkan terus berlanjut dengan tanpa ikatan yang sah, maka akan 

memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya. Maka i inii 

meinjadi i bahaya di ikhawati irkan jiika ti idak di ijali in iikatan sah atau di ibi iarkan 

dengan pernikahan sirrinya maka hak-hak istri tidak bisa terpenuhi 

seperti halnya; tidak mendapat nafkah, apabila terjadi perceraian tidak 

dapat harta gono-gini, apabila meninggal tidak saling mewarisi, dan 
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apabila terjadi permasalahan rumah tangga atau Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, maka tidak mendapat perlindungan hukum dalam keluarga di 

dalamnya. Sehingga apabila nanti lahir seorang anak dari istri kedua 

maka anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak 

ada kekuatan hukum yang mengatur.  

B. Analisis Hukum Islam terhadap Ratiio Deici ideindi i dalam Memutus 

Perkara Poligami Nomor 0265/PDT.G/2021/PA.PAS karena Sudah 

Saling Mencintai  

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974 yang  

meinjadi i  dasar  di ipeirboleihkannya  poli igami i meingatur bahwa ―Peingadi ilan, 

dapat meimbeiri i i izi in keipada   seiorang   suami i   untuk   beiri istri i leibi ih   darii 

seiorang apabi ila di ikeiheindaki i oleih pi ihak-pi ihak yang beirsangkutan‖. 

Peirseitujuan i istri i atau i istri i-i istri i dapat di ibeiri ikan seicara teirtuli is atau li isan, teitapi i 

meiski ipun ada peirseitujuan teirtuli is, peirseitujuan i itu diikukuhkan deingan 

peirseitujuan li isan i istri i di i si idang peingadi ilan Agama. Peirseitujuan seicara li isan 

i ini i nantiinya sang i istri i akan di ipanggi il oleih peingadi ilan dan akan di ideingarkan 

oleih Majeili is Haki im. Ti idak hanya i istri i teitapi i suami i juga akan di ipeirlakukan 

hal yang sama. Keimudi ian peimanggi ilan pi ihak-pi ihak i ini i di ilakukan meinurut 

tata cara yang di iatur dalam hukum acara peirdata bi iasa yang di iatur dalam 

pasal 390 HIiR dan pasal-pasal yang beirkai itan. Dalam peirkara i ini i, Iizi in 

teirseibut teilah di ibukti ikan seicara teirtuli is meilalui i surat peirnyataan ti idak 

keibeiratan untuk di imadu yang di ibuat dan di itandatangani i oleih teirmohon dan 

calon i istri i keidua. Teirmohon juga teilah meimbeiri ikan jawaban seicara li isan 
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bahwa di iri inya ti idak keibeiratan, i ikhlas dan ti idak teirpaksa meingeinai i i iziin 

poli igami i. Deingan deimi iki ian i iziin dari i teirmohon teilah seisuai i deingan Pasal 58 

ayat (2) KHIi yang meinyeibutkan ―Deingan ti idak meingurangi i keiteintuan pasal 

41 huruf b Peiraturan Peimeiri intah No. 9 Tahun 1975, peirseitujuan i isteiri i atau 

i isteiri i-i isteiri i dapat di ibeiri ikan seicara teirtuli is atau deingan li isan, teitapi i seikali ipun 

teilah ada peirseitujuan teirtuliis, peirseitujuan i ini i di ipeirteigas deingan peirseitujuan 

li isan iistri i pada si idang Peingadi ilan Agama‖. Peirti imbangan Majeili is Haki im 

dalam meingabulkan peirkara i izi in poli igami i teirseibut di idasarkan pada syarat-

syarat yang di iatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 deingan bunyi i :  

a. Adanya peirseitujuan dari i i istri i/iistri i-i istri i 

b. Adanya keipasti ian bahwa suami i mampu meinjami in keipeirluan-

keipeirluan hi idup i istri i-i istri i dan anak-anak meireika 

c. Adanya jami inan bahwa suami i akan beirlaku adi il teirhadap i istri i-i istri i dan 

anak-anak meireika.
1
  

Keimampuan suami i beirlaku adi il juga meirupakan syarat utama 

keiboleihan poli igami i yang di iatur dalam Pasal 55 ayat (2) KHIi, yang keimudi ian 

juga di itambahkan 2 syarat peinyeimpurna seibagai imana di iseibutkan dalam Pasal 

58 ayat (1) KHIi, yai itu adanya peirseitujuan i istri i seirta keipasti ian bahwa suamii 

mampu meinjamiin keipeirluan hi idup iistri i-i istri i dan anak-anaknya. Dalam 

peirkara i ini i teilah diibukti ikan di i muka peirsi idangan bahwa peimohon di ianggap 

mampu meincukupi i keipeirluan hi idup i istri i-i istri i dan anak-anaknya kareina 

                                                           
1
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Teintang Peirkawiinan. 
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peimohon meimi ili ikii usaha buka prakteik keiseihatan alteirnati if deingan 

peinghasi ilan ti idak kurang dari i Rp. 12.500.000,- seiti iap bulannya. Peimohon 

juga meinyatakan bahwa di iri inya sanggup beirlaku adi il meinurut ajaran agama. 

Beirhubungan deingan ayat al-qur‘an yang meinjadi i dasar hukum 

poli igami i, para ulama dan fuqaha teilah meineitapkan peirsyaratan apabi ila 

seiorang laki i-laki i musli im i ingi in meini ikah leibi ih dari i seiorang i istri i, yai itu: 

a. Seiorang laki i-laki i harus meimi iliiki i keimampuan dana yang cukup untuk 

meimbi iayai i beirbagai i keipeirluan deingan beirtambahnya i istri i yang 

di ini ikahi i. 

b. Seiorang laki i-laki i harus meimpeirlakukan seimua i istri inya deingan adi il. 

Ti iap i istri i harus diipeirlakukan sama dalam meimeinuhi i hak peirkawi inan 

seirta hak-hak lai in.
2
 

Apabi ila seiorang laki i-laki i meirasa ti idak akan mampu beirbuat adi il, atau 

ti idak meimi ili ikii harta untuk meimbi iayai i i istri i-i istri inya, di ia harus meinahan di irii 

deingan hanya meini ikah satu i istri i saja.  

Prof. KH Iibrahi im Hosein meinyatakan bahwa keiadi ilan yang di iseibutkan 

oleih surat an-Ni isaa` ayat 3 dan ayat 129 adalah keiadi ilan seibagai i syarat 

agama bukan syarat hukum untuk meimboleihkan poli igami i. Oleih kareina i itu, 

keiboleihan i izi in poli igami i i itu pada hakeikatnya beirsi ifat mutlak. Seimeintara adiil 

meirupakan keiwaji iban suami i teirhadap i istri i-i istri i dan anak-anak meireika kareina 

tuntutan agama. Dalam peirni ikahan monogami i teintu di ituntut beirlaku adi il, 

                                                           
2
 Abdur Rahman I Doii, Karakteiriistiik Hukum Iislam dan Peirkawiinan (Syarii‟   1), (Jakarta: PT. 

Raja Grafiindo Peirsada, 1996), 261. 
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hanya saja keimampuan untuk beirlaku adi il leibi ih suliit dalam peirni ikahan 

poli igami i, seihi ingga Allah SWT meimbeiri ikan peiri ingatan agar beirhati i-hatii 

dalam hal seingaja leibi ih bahagi ia atau ceindeirung meinyayangi i seibagi ian i istrii 

deingan meingabai ikan yang lai in.
3
 Meinurut Asghar Ali Engineer, bahwa 

poligami mempunyai syarat bersikap adil. Jika seorang laki-laki tidak 

sanggup memperlakukan keadilan terhadap istrinya secara sama, Al-Qur‘an 

dengan tegas melarang memiliki lebih dari satu istri.
4
 Iimam Syafi i'ii 

beirpeindapat bahwa seiorang laki i-laki i boleih beiri istri i leibi ih dari i satu kareina 

dalam Iislam seiorang laki i-laki i di ipeirboleihkan beiri istri i leibi ih dari i satu teitapii 

di ibatasi i hanya eimpat i istri i. Namun, keimampuan iini i meimiili ikii satu syarat, yai itu 

peiri ilaku yang adi il di i antara peireimpuan, bai ik dalam hal tunjangan maupun 

i imbalan. 

Peimeinuhan syarat i ini i beirseisuai ian deingan Pasal 8 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 meingeinai i peinyeibab peirkawi inan di ilarang untuk 

di ilangsungkan. Peirkawi inan di ilarang antara 2 orang yang : 

a. Beirhubungan darah dalam gari is keiturunan lurus keibawah ataupun 

keiatas; 

b. Beirhubungan darah dalam gari is keiturunan meinyampi ing yai itu antara 

saudara, antara seiorang deingan saudara orang tua dan antara seiorang 

deingan saudara neineiknya; 

                                                           
3
 Aznii, Iiziin Poliigamii dii Peingadiilan Agama (Suatu Tiinjuan Fiilosofiis), Jurnal Riisalah, Vol. 26, No. 

2, (Junii, 2015), 57.  
4
 Andhie Handika, Kritik Poligami: Kajian Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Maqosid Syariah 

Jasser Auda, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, April 2022), Cet.1, 45. 
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c. Beirhubungan seimeinda, yai itu meirtua, anak ti iri i meinantu dan i ibu/bapak 

ti iri i; 

d. Beirhubungan susuan, yai itu orang tua susuan, anak susuan, saudara 

susuan dan bi ibi i/paman susuan; 

e. Beirhubungan saudara deingan i istri i atau seibagai i bi ibi i atau keimeinakan 

dari i i istri i, dalam hal seiorang suami i beiri istri i leibi ih dari i seiorang; 

f. Meimpunyai i hubungan yang oleih agamanya atau peiraturan lai in yang 

beirlaku, di ilarang kawi in. 

Meingeinai i larangan peirkawi inan, KHIi juga teilah meingatur dalam Pasal 

39 - 44 KHIi. Seicara leibi ih khusus seiorang laki i-laki i juga di ilarang meimadu 

i istri inya deingan wani ita yang meimpunyai i hubungan peirtali ian nasab atau 

seisusuan deingan i istri inya teirseibut. Mi isalnya deingan saudara kandung, seiayah, 

seii ibu atau keiturunannya, seirta deingan bi ibi inya atau keimeinakannya. Hali i i inii 

di iseibutkan dalam Pasal 41 KHIi. UU Peirkawi inan ti idak meimbahas teintang 

larangan peirkawi inan dalam ranah poli igami i, akan teitapi i KHIi justru dapat 

meileingkapi i UU Peirkawi inan teirseibut, dan reileivan deingan fi iki ih klasi ik, bahwa 

seiorang laki i-laki i ti idak dapat meini ikahi i dua orang wani ita dalam waktu 

beirsamaan, tapi i jiika wani ita teirseibut di iceirai i atau meini inggal maka laki i-lakii 

teirseibut dapat meini ikahi i saudara wani ita teirseibut.
5
 

Meinurut peirti imbangan majeili is hakiim, haki im waji ib meinggali i, 

meingi ikuti i dan meimahami i niilai i-ni ilai i hukum dan rasa keiadi ilan yang hi idup 

                                                           
5
 Agus Heirmanto, Larangan Peirkawiinan Peirspeiktiif Fiikiih dan Reileivansiinya deingan Hukum 

Peirkawiinan dii Iindoneisiia, Vol. 2, No. 1, (2017), 139-140.   
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dalam masyarakat. Dalam hal iini i, jiika meimpeirhati ikan feinomeina poli igami i liiar 

di imana-mana, maka meinunjukkan bahwa poli igami i diianggap ti idak meilanggar 

hukum posi itiif Iindoneisi ia, bahkan meirupakan anjuran syari iat meinurut orang-

orang teirteintu yang meirasa mampu meimbeiri i nafkah dan sanggup beirlaku adiil 

keipada i istri i-i istri i dan anak-anaknya. Alasan i ini i yang meilatarbeilakangi i 

tumbuhnya rasa adi il di i masyarakat apabi ila seiorang laki i-laki i yang teilah 

beiri istri i di ipeirboleihkan untuk poliigami i, walaupun i istri inya dalam keiadaan seihat 

dan dapat meilahi irkan keiturunan. 

Dalam konteiks al-Qur‘an maupun Hadi its, yang meinjadi i peidoman 

hi idup umat Iislam, seiorang suami i yang meingi ingi inkan poli igami i ti idak 

di idasarkan atas alasan seibagai imana yang teirdapat dalam Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974, mi isalnya poli igami i di iseibabkan i istri i meingalami i cacat badan, 

mandul, atau ti idak meinjalankan keiwaji iban seibagai i seiorang i istri i. Dalam 

syari iat Iislam, poli igami i di ibeinarkan atau di iboleihkan deingan syarat suamii 

beirlaku adi il teirhadap i istri i-i istri inya. Deingan deimi ikiian, suami i yang akan 

meilakukan poli igami i ti idak peirlu meinunggu i istri inya mandul atau i istri inya cacat 

badan yang sukar di iseimbuhkan, seibagai imana i ia juga ti idak harus meinunggu 

i istri inya ti idak dapat meinjalankan keiwaji ibannya seibagai i seiorang i istri i.
6
 

Peirti imbangan seilanjutnya haki im dalam meineitapkan peirmohonan i iziin 

poli igami i adalah atas dasar ni ilai i kai idah:  

 درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

                                                           
6
 Riijal Iimanullah, Poliigamii dalam Hukum Iislam Iindoneisiia (Analiisiis teirhadap Putusan Peingadiilan 

Agama N. 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.Bpp Teintang Iiziin Poliigamii), Jurnal Peimiikiiran Hukum Iislam, 

Vol. 17, No. 1, (Junii, 2016), 112. 
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Jiika suatu peirkara ada mafsadat atau maslahat, maka mafsadat i itu 

harus di ihi ilangkan teirleibi ih dahulu, kareina mafsadat i itu biisa meirajaleila dan 

meiluas kei mana-mana seihi ingga meini imbulkan mudharat yang leibi ih beisar 

seihi ingga kai idah teirseibut meimbeiri ikan manfaat dan keijeilasan atas status 

peirni ikahan dan status anak-anak yang di ilahi irkan. Namun ji ika hubungan 

teirseibut ti idak di isahkan dan beibeirapa keimudhorotan yang sudah di ilakukan 

deingan teilah lama sali ing meingeinal dan teilah meinjali in hubungan ci inta maka 

i ini i meinjadi i bahaya di ikhawati irkan ji ika ti idak di ijali in i ikatan sah atau di ibi iarkan 

dengan pernikahan sirrinya maka hak-hak istri tidak bisa terpenuhi dan 

apabila ada permasalahan dalam keluarga tidak ada perlindungan hukum 

keluarga didalamnya. Sehingga apabila nanti lahir seorang anak dari istri 

kedua maka anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum karena 

tidak ada kekuatan hukum yang mengatur.  

Adapun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang meimpeirsuli it 

teirjadi inya poli igami i, meimbeiri ikan peimahaman bahwa peireimpuan atau i istrii 

di iangkat deirajatnya agar ti idak di ipeirlakukan seimeina-meina oleih laki i-laki i, 

teirutama suami i seindi iri i. Oleih kareina i itu, suami i yang beirmaksud beirpoli igamii 

harus meimi inta peirseitujuan keipada i istri i dan i iziin yang di imaksud harus 

di inyatakan di i deipan majeili is haki im di i peingadi ilan.
7
 

Ratio decidendi utama yang meinjadi i peineintu permohonan tersebut, 

yakni i kareina Peimohon dan Teirmohon sudah lama sali ing meinci intai i dan ti idak 

bi isa di ipi isahkan, seirta teilah kawi in seicara si irri i. Meinurut peinuli is, ratio 

                                                           
7
 Iibiid. 
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decidendi teirseibut dalam putusan 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas tiidak seisuaii 

deingan undang-undang yang beirlaku seibagai imana yang teirtuang dalam 

Undang-Undang Peirkawi inan. Di iseibutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1974 bahwa: 

Peingadi ilan di imaksud pada ayat (1) pasal i ini i hanya meimbeiri ikan i izi in 

keipada seiorang suami i yang akan beiri istri i leibi ih dari i seiorang apabi ila: 

a. Iistri i  ti idak dapat meinjalankan keiwaji ibannya seibagai i i istri i; 

b. Iistri i meindapat cacat badan atau peinyaki it yang ti idak dapat 

di iseimbuhkan; 

c. Iistri i ti idak dapat meilahi irkan keiturunan. 

Di iseibutkan pula dalam KHIi meingeinai i keiteintuan-keiteintuan peimbeiri ian 

i iziin poli igami i yang di ibeiri ikan Peingadi ilan Agama pada Pasal 57 KHIi, yai itu:  

Peingadi ilan Agama hanya meimbeiri ikan i izi in keipada seiorang suami i yang akan 

beiri istri i leibi ih dari i seiorang apabi ila:  

a. Iistri i ti idak dapat meinjalankan keiwaji iban seibagai i i istri i 

b. Iistri i meindapat cacat badan atau peinyaki it yang ti idak bi isa di iseimbuhkan 

c. Iistri i ti idak dapat meilahi irkan keiturunan. 

Keinyataannya meinurut peinuli is, alasan sali ing meinci intai i, ti idak bi isa 

di ipi isahkan, seirta teilah kawi in si irri i meirupakan alasan yang ti idak bi isa 

di ibeinarkan oleih Undang-Undang. Pada dasarnya, poli igami i di iatur seicara keitat 

agar ti idak ada lagi i ruang peimbeiri ian i izi in poli igami i dan supaya ti idak di ilakukan 

seimeina-meina oleih seiorang suami i keicuali i deingan kondi isi i meindeisak atau 
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darurat. Oleih kareinanya, deingan di ibeintuknya syarat-syarat teirseibut meingatur 

agar peilaku poli igami i ti idak beirbuat seimau hati inya dalam meingajukan i iziin 

poli igami i, tanpa di iseirtai i alasan yang teipat, bukan alasan yang hanya 

meinguntungkan satu pi ihak saja.  

Keibeiradaan KHIi di i dalamnya meingatur poli igami i, khususnya Pasal 

57, diidasarkan pada beibeirapa asas, yai itu peingeitatan syarat dan proseidural 

peirkawi inan untuk meinghi ilangkan prakti ik poli igami i yang meinyi impang darii 

konseip dasar dan tujuan peirkawi inan dalam Iislam. Pasal 57 dii atas meirupakan 

syarat mutlak seiorang wani ita, yai itu keiadaan nyata yang meili ingkupi inya 

seihi ingga meinjadi i alasan yang logi is bagi i suami i untuk beirpoli igami i. Jiika ki ita 

peirhati ikan alasan-alasan peimbeiri ian i izi in poli igami i di i atas, dapat ki ita pahamii 

bahwa alasan teirseibut beirkai itan deingan tujuan utama peirkawi inan, yai itu 

meimbeintuk keiluarga yang bahagi ia dan keikal (Iistiilah KHIi arti inya saki inah, 

mawaddah, dan rahmah) beirdasarkan keipeircayaan  Tuhan Yang Maha Eisa.
8
  

Seimeintara i itu seijalan deingan KHIi, asas peirkawi inan yang di ianut oleih 

Peiraturan peirundang-undangan di i Iindoneisi ia meirupakan asas monogami i. 

Pri insiip monogami i dalam Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 i ini i diipatuhi i, guna untuk meimpri iori itaskan peineirapan pri insi ip monogamii 

dalam seiti iap peirkawi inan. Namun, dalam beibeirapa keiadaan dan dalam si ituasii 

darurat, hal i ini i di imungki inkan poli igami i deingan alasan yang keitat dan 

peirsyaratan yang sangat beirat. Iini i juga beirmaksud untuk meinghormatii 

                                                           
8
 Nursantii, Hukum Poliigamii deingan Alasan Iistrii Mandul, (Skriipsii—UIiN Alauddiin Makassar, 

2015), 60.  
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pandangan beibeirapa orang Musli im yang meimboleihkan poli igami i asalkan 

deingan syarat adi il.  

Meinurut Utreicht, hukum meinjami in keipasti ian hukum dalam hubungan 

manusi ia. Peindapat Utreicht di idasarkan pada asumsi i bahwa hukum ada untuk 

meili indungi i keipeinti ingan seiti iap orang, seihi ingga keipeinti ingan teirseibut ti idak 

dapat di irugi ikan (teirmasuk aspeik yang keipeinti ingannya leibi ih peinti ing dari ipada 

yang lai in).
9
 Beirdasarkan anali isa yang teilah di ilakukan oleih peinuli is teirhadap 

putusan peirkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas, maka peinuli is beirpeindapat 

bahwa peirti imbangan haki im dalam meimbeiri ikan i iziin poli igami i i ini i teilah 

beirkeipasti ian hukum pada satu si isi i, namun ti idak beirkeipasti ian hukum pada si isii 

yang lai in.  

Keipasti ian hukum di idapati i dalam peimeinuhan syarat-syarat dalam hal 

peingajuan peirmohonan i iziin poli igami i seibagai imana di iseibutkan pada Pasal 5 

ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 55 ayat (2) KHIi, dan 

Pasal 58 ayat (1) KHIi. Peingajuan peirmohonan i iziin poliigami i dalam putusan 

i ini i teilah meimeinuhi i syarat adanya peirseitujuan dari i i istri i, keimampuan suamii 

meinjami in keipeirluan i istri i-i istri i dan anak-anaknya, keisanggupan suami i beirlaku 

adi il teirhadap i istri i-i istri i dan anak-anaknya, seirta ti idak adanya larangan 

peirkawi inan bai ik seicara umum maupun seicara khusus dalam hal poli igami i. 

Deingan deimi iki ian hukum teilah beirpeiran meili indungi i keipeinti ingan seiti iap 

orang, yakni i peimohon seibagai i suami i, teirmohon seibagai i i istri i peirtama, dan 

calon i istri i keidua. Peirli indungan i ini i juga beiri impli ikasi i pada keipasti ian status 

                                                           
9
 Iibiid, 8.  
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anak dari i calon i istri i keidua. Deingan teircatatnya peirkawi inan peimohon deingan 

calon i istri i keidua dalam si isteim admiini istrasi i keipeindudukan, maka meinjadii 

jeilas keidudukan i istri i dan anak dari i hasi il poli igami i, yang nanti inya akan 

beirdampak bai ik pada hubungan peiwari isan.
10

 

Seimeintara ji ika di ipeirhati ikan, keipasti ian hukum ti idak di idapati i pada 

alasan peimbeiri ian i izi in poli igami i. Seibagai imana di iseibutkan dalam Pasal 4 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 57 KHIi bahwa 

peingadi ilan hanya meimbeiri ikan i izi in keipada suami i yang akan beiri istri i leibi ih darii 

seiorang deingan 3 alasan alteirnati if, yai itu i istri i ti idak dapat meinjalankan 

keiwaji iban, beirpeinyaki it yang ti idak dapat di iseimbuhkan, dan tiidak dapat 

meilahi irkan keiturunan. Seimeintara dalam hal i ini i teirmohon dapat meinjalankan 

keiwaji iban seibagai i i istri i, ti idak beirpeinyaki it dan dapat meilahi irkan keiturunan. 

Teirbukti i bahwa peimohon dan teirmohon teilah hi idup beirsama layaknya suamii 

i istri i seilama 20 tahun 9 bulan dan di ikaruni iai i 4 anak. Seihi ingga peirti imbangan 

majeili is haki im yang meineikankan pada alasan bahwa peimohon dan calon i istrii 

keidua teilah kawi in si irri i, sali ing meinci intai i dan ti idak bi isa di ipi isahkan ti idak 

teirmaktub dalam hukum posi itiif Iindoneisi ia, bai ik Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 maupun KHIi, yang seimeisti inya meinjadi i dasar dari i peirti imbangan 

hukum oleih Majeili is Haki im. Sementara  itu, jika ditinjau dari perspektif  

empat madzhab dan pandangan ahli  putusan hakim tersebut telah sesuai 

dengan syart-syarat poligami yang  dikemukakan. 

                                                           
10

 Miisbahul Muniir, et al, Poliigamii Tanpa Iiziin Peirtama dan Dampaknya teirhadap Keiluarga, Jurnal 

of Iislamiic Law, Vol. 2, No. 1, (2020), 46. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Beirdasarkan urai ian di i atas seirta peinjeilasan judul skriipsi i ―Anali isi is 

Hukum Iislam Teirhadap Iiziin Poliigami i Kareina Sudah Sali ing Meinci intai i (Studii 

Atas Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas)‖ maka bi isa di itari ik 

keisi impulan di iantaranya: 

1. Ratio decidendi permohonan i iziin poli igami i yang di ikabulkan haki im dalam 

perkara teirseibut di ikareinakan sudah meimeinuhi i peirsyartan yang seisuai i 

beirdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

meinyatakan bahwa ratio decidendi yang peirtama di ikatakan bahwa 

meirujuk pada keimampuan suami i untuk beirlaku adi il seiteilah di ipeiri iksa 

dalam peirsi idangan seicara keitat dan di itambah deingan keiteirangan saksi i, 

keimudi ian peirti imbangan keidua di iseibutkan bahwa i istri i meingi izi inkan  suami i 

untuk meilakukan peirni ikahan yang keidua. Dan dalam faktanya ratio 

decidendi didasarkan dengan alasan termohon tidak keberatan dipoligami, 

pemohon sanggup berlaku adil dan sanggup mencukupi kebutuhan para 

istri dan anak, calon istri pemohon bukan wanita yang dilarang untuk 

dinikahi, pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai, pemohon 

telah melangsungkan perkawinan sirri. Iini i kontradi iksi i meingeinai i norma 

dan keinyataan yang seiharusnya ratio decidendi tiidak hanya di idasarkan 

pada alasan i itu saja. Akan teitapi i, di idasarkan pada peimbeiri ian syarat 

alteirnati if dan syarat komulati if yang ada.  
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2. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974 yang  meinjadi i  

dasar  di ipeirboleihkannya  poli igami i meingatur bahwa ―Peingadi ilan, dapat 

meimbeiri i i iziin keipada   seiorang   suami i   untuk   beiri istri i leibi ih   dari i seiorang 

apabi ila di ikeiheindaki i oleih pi ihak-pi ihak yang beirsangkutan‖. Ratio decidendi 

dalam meingabulkan peirkara i izi in poli igami i teirseibut di idasarkan pada syarat-

syarat yang di iatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dan Peimeinuhan syarat i ini i beirseisuai ian deingan Pasal 8 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 meingeinai i peinyeibab peirkawi inan di ilarang 

untuk di ilangsungkan, peirti imbangan seilanjutnya haki im dalam meineitapkan 

peirmohonan i izi in poliigami i adalah atas dasar ni ilai i kai idah: 

 

seirta keimampuan suami ,‖درأ المفاسذ مقذم على جلة المصالخ― i beirlaku adi il juga 

meirupakan syarat utama keiboleihan poli igami i yang di iatur dalam Pasal 55 

ayat (2) KHIi, juga di itambahkan 2 syarat peinyeimpurna seibagai imana 

di iseibutkan dalam Pasal 58 ayat (1) KHIi, dan dikuatkan Prof. KH Iibrahi im 

Hosein, serta pendapat empat madzhab  yang meinyatakan bahwa poligami 

itu boleh akan tetapi, berkewajiban berlaku adil terhadap para istri dan 

anak-anaknya.  

B. Saran  

Beirdasarkan keisi impulan peineili iti ian, maka peinuli is peirlu meimbeiri ikan 

saran-saran seibagai i beiri ikut:  

1. Di iharapkan keipada para haki im keiti ika meimeiri iksa peirmohonan i izi in 

poli igami i supaya leibi ih teili iti i dalam meimbeiri ikan peirti imbangan hukum 
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seibeilum meingambi il keiputusan, supaya teirci ipta keiadi ilan bagi i para pi ihak 

yang beirsangkutan. Dan juga di iharapkan pada haki im supaya ti idak 

meingabai ikan syarat alteirnati if dan komulati if, kareina peimeinuhan syarat 

teirseibut harus di ijadi ikan dasar peirti imbangan haki im dalam meimbeiri ikan 

peiri izi inan pologami i. 

2. Bagi i masyarakat teirutama keipada seiorang suami i jiika i ingi in meilalukan 

poli igami i harusnya meimeinuhi i keiteintuan meingeinai i peirsyaratan-

peirsyaratan dalam i izi in poli igami i yang teilah di iatur dalam undang-undang 

supaya peirkawi inan poli igami i yang di ilakukan meimi iliiki i keikuatan hukum.
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